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Kata Pengantar 
 

Di Indonesia, Penahanan pra-persidangan (pre-trial detention-PTD) kian dirasakan sebagai persoalan 

besar terutama wilayah isu pemasyarakatan. Penahanan pra-persidangan merupakan salah satu 

faktor penyebab tingginya kepadatan penjara, serta buruknya kondisi fasilitas penahanan. 

Penahanan pra-persidangan juga salah satu indikator kunci bagaimana negara dan masyarakat 

memperlakukan tersangka pelaku kejahatan berdasarkan prinsip “proses hukum yang adil dan 

layak”, “praduga tak bersalah”, dan penerapan prinsip-prinsip hukum penting lainnya.    

Buku ini merupakan sebuah hasil studi ekonomi politik atas penahanan pra-persidangan di Indonesia 

yang bertujuan untuk menyusun rekomendasi kebijakan dan perubahan agar penahanan dapat 

digunakan secara lebih tepat. Kerangka analisis ekonomi politik dalam studi ini digunakan untuk 

mengidentifikasi faktor pendorong terjadinya penahanan pra-persidangan. Termasuk di dalamnya 

analisis atas faktor-faktor penyebab yang terdapat dalam rangkaian proses peradilan pidana. 

Mengaji dimensi “insentif, pola perilaku, sumber daya, dan kemampuan” dari masing-masing sub-

sistem peradilan pidana yang memperburuk persoalan penahanan pra-persidangan di Indonesia.  

Termasuk melakukan analisa sifat dan karakter penting dari penahanan yang berkepanjangan 

dengan tujuan untuk menyusun rekomendasi kebijakan untuk memperbaiki situasi yang ditimbulkan 

Tujuan dari studi ini. Yakni Pertama, untuk menguji seberapa bergunanya kerangka analisis ini dalam 

meningkatkan pemahaman kita atas persoalan dan faktor pendorong penahan pra-persidangan yang 

berlebihan. Kedua, untuk menganalisa ekonomi politik dari peradilan pidana dan sistem 

pemasyarakatan di Indonesia untuk dapat mengidentifikasikan faktor penghambat (blockages)dan 

kondisi dalam rantai peradilan pidana yang memperparah jumlah dan kondisi penahanan pra-

persidangan. Ketiga, untuk menentukan ‘titik masuk’ dalam rangka mendukung perubahan dari pola 

insentif, perilaku, kapasitas, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengurangi persoalan 

penahanan pra-persidangan.   

Selamat membaca 

Institute for Criminal Justice Reform, 
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Kata Sambutan 
 

Problem penahanan prapersidangan di Indonesia penting untuk diteliti karena beberapa 

pertimbangan. Yang terutama adalah karena kondisi penahanan pra-persidangan di Indonesia diakui 

sebagai faktor penting meledaknya jumlah penghuni penjara jauh di atas kapasitas, serta kian 

memburuknya kondisi pemenjaraan yang memiliki konsekuensi sosial dan hukum yang lebih luas di 

negara dengan jumlah penduduk keempat terbanyak di dunia. 

Populasi penghuni penjara meledak dua kali lipat dari 71.500 menjadi 144.000 pada tahun 2004 

hingga 2011, padahal kapasitas penjara hanya bertambah kurang dari 2%. Pada bulan Juli 2015, 

menurut Sistem Database Pemasyarakatan (SDB) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal 

Pemasyarakatan (Ditjen PAS), ada sejumlah 178.063 penghuni yang tersebar di 477Lapas/Rutan. 

34% dari jumlah tersebut adalah tahanan pra-persidangan. Angka ini belum termasuk jumlah 

tahanan yang berada di dalam tahanan Kepolisian. Kepadatan penghuniLapas/Rutan secara nasional 

sudah berkisar di angka 145%, namun pada banyak penjara besar jumlah penghuni bisa mencapai 

angka 662% dari kapasitas yang tersedia. 

Ada sejumlah dampak atau beban dari meledaknya angka penahanan pra-persidangan. Beberapa 

diantaranya adalah kepadatan jumlah penghuni yang mengganggu kemampuan Lapas/Rutan dalam 

menjamin keamanan dan perlindungan serta layanan rehabilitasi sosial.  Rasio jumlah petugas jaga 

terhadap penghuni sangat rendah sekali. Hal ini menyebabkan pengelolaan Lapas/Rutan 

menghadapi tantangan yang cukup serius dalam bentuk meningkatnya tingkat kekerasan (atau 

ancamannya), resiko tindakan kriminal di dalam Lapas/Rutan, termasuk pembentukan 

kelompok/gank diantara penghuni.  

Penahanan pra-persidangan juga membawa beban keuangan yang besar terhadap tahanan dan 

keluarganya dalam bentuk hilangnya sumber penghasilan, beban untuk memenuhi sendiri 

kebutuhan dasar tahanan, biaya yang berhubungan dengan kasus, dan biaya untuk berkunjung 

terutama bagi keluarga yang tinggal jauh dari tahanan.  

Oleh karena itu studi ini merupakan inisiatif penting  bagi pembaharuan baik di dalam struktur dan 
program pemerintah, masyarakat sipil dan termasuk organisasi bantuan hukum yang memiliki tujuan 
dan kepentingan yang sama dalam mengatasi persoalan penahanan 
 
 
Direktorat Hukum dan HAM Bappenas 
Chris 
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Ringkasan Eksekutif 
 

Penahanan pra-persidangan (pre-trial detention) kian dirasakan sebagai persoalan besar di dunia 

pemasyarakatan, sebagai salah satu faktor penyebab tingginya kepadatan penjara, serta buruknya 

kondisi fasilitas penahanan (Walmsley, 2003). Penahanan pra-persidangan juga salah satu indikator 

kunci bagaimana negara dan masyarakat memperlakukan tersangka pelaku kejahatan berdasarkan 

prinsip “proses hukum yang adil dan layak”, “praduga tak bersalah”, dan penerapan prinsip-prinsip 

hukum penting lainnya.    

Laporan ini merupakan sebuah studi ekonomi politik atas penahanan pra-persidangan di Indonesia 

dengan tujuan untuk menyusun rekomendasi kebijakan dan perubahan agar penahanan dapat 

digunakan secara lebih tepat. Kerangka analisis ekonomi politik digunakan untuk mengidentifikasi 

faktor pendorong terjadinya penahanan pra-persidangan (Domingo dan Denney, 2013). Termasuk di 

dalamnya analisis atas faktor-faktor penyebab yang terdapat dalam rangkaian proses peradilan 

pidana. Studi ini mengkaji dimensi “insentif, pola perilaku, sumber daya, dan kemampuan” dari 

masing-masing sub-sistem peradilan pidana yang memperburuk persoalan penahanan pra-

persidangan di Indonesia.  

Kerangka analisis juga membedakan secara seksama tahapan yang berbeda didalam proses 

peradilan pidana. Mulai dari penangkapan oleh kepolisian, penyidikan dan penahanan di kepolisian, 

berlanjut ke tingkat penuntutan dan kehidupan di dalam Rutan/Lapas dimana tahanan menanti 

persidangan. Dalam setiap tahapan, studi ini akan melihat faktor penghambat yang merupakan 

bagian dari konteks struktural sosial politik yang lebih luas, aturan yang berlaku (baik secara formal 

maupun “informal”), serta pola kepentingan, insentif dan keseimbangan kekuasaan dari para pihak 

dalam sistem peradilan pidana. 

Para pihak yang dimaksud mencakup: tahanan dan keluarga; personil penegak hukum dari masing-

masing lembaga, hakim, petugas pemasyarakatan, penasehat hukum, dan pihak lain dalam proses 

persidangan yang keterlibatannya memiliki konsekuensi terhadap kondisi dan durasi penahanan pra-

persidangan. 

Kerangka analisis ekonomi politik akan memungkinkan identifikasi yang lebih akurat atas potensi 

solusi persoalan penahanan dalam peradilan pidana. Studi ini akan membantu menunjukkan dimana 

persisnya persoalan terjadi, dan dengan demikian membantu menentukan dimana dukungan atas 

perubahan dapat secara efektif ditargetkan dan membawa manfaat.  

Model analisis ekonomi politik telah menjadi pendekatan yang semakin diandalkan belakangan ini 

oleh para pelaku kebijakan dalam memahami hakikat dan inti persoalan yang dihadapi. Meskipun 

demikian, penerapannya secara praktis masih menemui beberapa kendala karena analisis yang lebih 

berorientasi pada hakikat dan dampak dari masalah. Penggunaan kerangka analisis yang lebih 

berorientasi pada detail dari komponen peradilan pidana dalam konteks Indonesia memungkinkan 

pemahaman yang lebih akurat mengenai faktor penyebab, pola insentif dan hubungan antara pihak  

pada setiap tahapan penahanan; merupakan hal-hal yang mungkin menjadi penyebab sesungguhnya 

dari permasalahan yang diteliti. Studi ini bertujuan untuk menemukan peluang-peluang konkrit 

untuk mendukung perubahan yang dikembangkan dalam pemahaman atas konteks dan kondisi 

ekonomi politik.  
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Penelitian ini berfokus pada aspek ekonomi politik dari tahap “pre-ajudikasi” atau pra-persidangan 

yang meliputi tahap penangkapan dan penahanan di Kepolisian, penuntutan oleh jaksa, dan kondisi 

pada saat di Rutan/Lapas saat menunggu persidangan dan hasil keputusan. Fokus studi memang 

tidak pada persoalan ekonomi politik dalam tahapan persidangan (saat tahap ajudikasi), meskipun 

demikian studi lebih lanjut pada tahapan itu nampaknya akan dibutuhkan dan akan lebih 

memperkaya hasil studi ini. 
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Permasalahan: Penahanan Pra-persidangan di Indonesia 
 

Indonesia saat ini berada padamomentum yang penting secara politis; di satu sisi ada kesempatan 

besar bagi pembaharuan hukum dan kelembagaan dari sistem peradilan pidana, dan yang tak kalah 

pentingnya, kesepakatan bersama bahwa pembaharuan sistem hukum dan keadilan adalah prioritas. 

Hal ini didukung pula dengan semangat pembaharuan di kalangan Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia dan beberapa pihak di lembaga penegakan hukum, serta adanya jaringan kerja yang 

aktif di kalangan masyarakat sipil dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Kesamaan kepentingan 

menuju pembaharuan ini adalah modal dasar yang penting dalam upaya mengatasi persoalan 

penahanan pra-persidangan.  

Penahanan pra-persidangan di Indonesia merupakan salah satu sumber penyebab persoalan 

tingginya kepadatanLapas/Rutan dan buruknya kondisi penahanan. Tantangan yang dihadapi 

bersifat multi-dimensi dalam bentuk meledaknya jumlah penghuni Lapas, keterbatasan jumlah dan 

kualitas sumber daya pegawai, keterbatasan anggaran yang kronis, masih terjadinya praktik korupsi, 

kekerasan oleh gank, kondisi air dan sanitasi yang buruk, dan terbatasnya sarana dan prasarana 

kesehatan, serta program pendidikan. Tidak hanya didalam Lapas/Rutan, penahanan pra-

persidangan memiliki dampak sosial pada pelaksanaan program pembangunan yang lebih luas. 

Persoalan ini mencerminkan permasalahan yang lebih besar di dalam sistem peradilan pidana, 

seperti pelanggaran prinsip “proses peradilan yang adil dan layak”(due process of law) dan masalah 

tata kelola, serta defisit transparansi di Indonesia.  

Populasi penghuni penjara meledak dua kali lipat dari 71.500 menjadi 144.000 pada tahun 2004 

hingga 2011, padahal kapasitas penjara hanya bertambah kurang dari 2% (Sudaryono, 2012). Pada 

bulan Juli 2015, menurut Sistem Database Pemasyarakatan (SDB) yang dikelola oleh Direktorat 

Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS), ada sejumlah 178.063 penghuni yang tersebar di 

477Lapas/Rutan. 34% dari jumlah tersebut adalah tahanan pra-persidangan.1Angka ini belum 

termasuk jumlah tahanan yang berada di dalam tahanan Kepolisian.2 Kepadatan 

penghuniLapas/Rutan secara nasional sudah berkisar di angka 145%, namun pada banyak penjara 

besar jumlah penghuni bisa mencapai angka 662% dari kapasitas yang tersedia.3 

Ada sejumlah dampak atau beban dari meledaknya angka penahanan pra-persidangan. Beberapa 

diantaranya adalah kepadatan jumlah penghuni yang mengganggu kemampuan Lapas/Rutan dalam 

menjamin keamanan dan perlindungan serta layanan rehabilitasi sosial.4Rasio jumlah petugas jaga 

terhadap penghuni sangat rendah sekali. Di Lapas Banjarmasin misalnya, rasio bisa serendah angka 

1:450 dalm satu shift penjagaan. Sementara angka secara nasional adalah 1:44 per shift penjagaan.5 

Hal ini menyebabkan pengelolaan Lapas/Rutan menghadapi tantangan yang cukup serius dalam 

bentuk meningkatnya tingkat kekerasan (atau ancamannya), resiko tindakan kriminal di dalam 

                                                           
1
[smslap.ditjenpas.go.id], diakses pada 10 Juli 2015. 

2 Pada bulan Desember 2013, Polri menahan 19.079 tersangka di 33 provinsi. Data berasal dari hasil Permohonan 
Informasi Publik yang diajukan ICJR kepada Bareskrim Polri (2014). 
3
 Sebagai contoh, lihat data pada Lapas Banjarmasin (662%), Kotabaru (520%), dan Tanjung Balai Asahan (555%), 

[smslap.ditjenpas.go.id], diakses pada 28 Juli 2015. 
4
 Di Indonesia, terutama karena keterbatasan jumlah Lapas di banyak daerah, tahanan dan napi terpaksa ditahan dalam 

fasilitas yang sama.   
5
 Laporan Tahunan Ditjen PAS pada saat perayaaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2014.  
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Lapas/Rutan, termasuk pembentukan kelompok/gank diantara penghuni. Penahanan pra-

persidangan juga membawa beban keuangan yang besar terhadap tahanan dan keluarganya dalam 

bentuk hilangnya sumber penghasilan, beban untuk memenuhi sendiri kebutuhan dasar tahanan, 

biaya yang berhubungan dengan kasus, dan biaya untuk berkunjung terutama bagi keluarga yang 

tinggal jauh dari tahanan. Patut dipertimbangkan juga beban yang besar pada negara dan 

masyarakat luas. Menahan seorang anak selama tiga bulan karena kasus pencurian ringan untuk 

barang seharga Rp 20.000,- sungguh merupakan beban anggaran yang sulit dijustifikasi, terlebih lagi 

hal tersebut membuat anak terpapar dengan kehidupan penjara yang keras yang dapat memiliki 

efek negatif permanen di masa depan anak tersebut. 

Pemilahan Unsur-unsur dalam Peradilan Pidana 

Perubahan politik di Indonesia semenjak tahun 1998 telah mendorong serangkaian upaya 

perubahan yang bertujuan untuk memperkuat supremasi hukum dan akses terhadap keadilan 

melalui perubahan di dalam sistem pidana dan mekanisme penegakan hukum. Bersamaan dengan 

upaya pemberantasan korupsi, supremasi hukum menjadi prioritas yang tinggi dalam agenda politik 

dan harapan masyarakat. Meskipun dalam penerapan dan institutionalisasinya, agenda-agenda 

tersebut mengalami banyak kendala dan menjadi tidak efektif seperti yang diharapkan.  

Di atas kertas, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengakui dan mengatur 

beberapa prinsip penting supremasi hukum. Misalnya, tersangka atau tahanan pra-persidangan di 

Indonesia berhak atas asas praduga tak bersalah dan proses peradilan yang layak. Meskipun 

demikian, pada praktiknya, begitu seseorang memasuki sistem peradilan pidana, prinsip praduga tak 

bersalah bisa dikatakan tidak berlaku sebagaimana mestinya. Sistem peradilan pidana yang diwarisi 

dari penjajah Belanda dilaksanakan melalui KUHAP yang diberlakukan sejak tahun 1981. Draft 

Rancangan Undang-Undang untuk merevisi KUHAP telah diajukan ke proses legislasi semenjak tahun 

2010. Draft ini sesungghnya cukup menjanjikan perlindungan yang lebih kuat bagi hak korban 

sekaligus tersangka. Ini kemudian disusul dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2011 tentang Bantuan Hukum (UU 16/2011) di tahun 2011 yang menjamin pelaksanaan hak warga 

negara terhadap bantuan hukum baik pada kasus perdata, pidana maupun administrasi negara. 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU 18/2003) juga mengatur bahwa semua 

pengacara swasta wajib menyediakan 50 jam kerja setiap tahunnya untuk layanan bantuan hukum 

pro bono (gratis).  

Meskipun ada sejumlah program pembaharuan yang dilakukan di dalam sistem peradilan pidana, 

pendekatan yang integratif atau terpadu dalam membangun supremasi hukum masih dirasakan 

terbatas. Bahkan, bisa dikatakan bahwa reformasi yang sudah dilaksanakan justru memperkuat 

suasana fragmentasi dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP). Hal tersebut diperparah dengan kondisi 

dimana masing-masing institusi penegak hukum nampaknya berkompetisi untuk mendapatkan 

sumber daya, pengaruh, dan kepemilikandalam SPP. Kepentingan para pihak yang mendapatkan 

keuntungan dari proses pengawasan dan akuntabilitas yang tidak efektif serta fragmentasi dan 

kompleksitas dari birokrasi SPP merupakan sumber perlawanan terhadap upaya meningkatkan 

transparansi dan proses hukum yang layak di dalam SPP. Kondisi perlawanan ini juga mencerminkan 

bagaimana fasilitas penahanan dikelola pada praktiknya. 

Masa lalu memiliki dampak yang besar terhadap kondisi politik dan hukum Indonesia saat ini. Ada 

sejumlah persoalan politik dan kelembagaan yang merupakan warisan dari sistem pemerintahan 

yang otoriter dan bertentangan dengan supremasi hukum, prinsip akuntabilitas, dan proses hukum 
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yang adil. Warisan ini tetap bertahan dikarenakan masih tertanamnya struktur kepentingan pada 

tingkatan politik dan kenegaraaan yang berbeda-beda, termasuk pada lembaga penegak hukum.  

Gagasan dan dukungan atas pembaharuan menuju supremasi hukum juga dapat ditemukan dan 

berkembang diantara praktisi hukum, didalam lembaga penegak hukum, dan diantara politisi. 

Potensi kesepahaman dan kerjasama diantara para pihak itu adalah faktor penting dalam upaya 

mengidentifikasi dan melaksanakan rekomendasi perbaikan sistem.  

Norma sosial, sistem keyakinan, dan sikap masyarakat adalah faktor penting yang mempengaruhi 

bentuk perlakuan kita terhadap warga Lapas/Rutan. Semua faktor tersebut tampaknya tidak terlalu 

memberikan perhatian bagaimana hak asasi manusia dan proses hukum yang adil ditegakkan bagi 

penghuni penjara. Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)–meliputi tahanan dan napi—tidak dilihat 

sebagai warga negara yang memiliki hak dasar dan sentimen penghukuman terhadap WBP 

cenderung diyakini luas di masyarakat. Meskipundemikian, tetap merupakan kewajiban negara 

untuk memastikan hak asasi manusia dan proses hukum yang adil ditegakkan dan memastikan 

kembalinya napi ke masyarakat tidak justru menambahkan resiko pada masyarakat.   

1 Temuan dan Rekomendasi Tindakan 
Studi ekonomi politik dari SPP di Indonesia mengungkap beberapa faktor pendorong terjadinya 

ledakan angka penahanan pra-persidangan. Faktor ini meliputi pola kepentingan dan insentif yang 

terstruktur, kerangka hukum, dan institutional, serta konfigurasi dari norma sosial dan praktik yang 

terjadi di masyarakat. Namun tidak kalah penting, studi ini juga berhasil mengidentifikasi potensi 

serta jalan masuk yang menjanjikan bagi perubahan kebijakan dan praktik penahanan pra-

persidangan.  

Pada tingkat politik nasional, ada keterbukaan terhadap pembaharuan, termasuk di antara pihak 

yang sesungguhnya mendapatkan manfaat dari praktiksistem peradilan pidana yang ada saat ini. 

Namun tantangannya tidak kalah kuat, terutama dari mereka yang paling berkepentingan di dalam 

pihak penegak hukum. Hal ini dipersulit dengan tingkat stigmatisasi yang tinggi di kalangan 

masyarakat terhadap warga Lapas/Rutan sebagai cerminan dari sentimen “basmi kejahatan”. 

Meskipun demikian, menguatnya kerjasama strategis antara masyarakat sipil dan pihak Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia, termasuk didalamnya Ditjen PAS merupakan fondasi dasar yang 

penting. Patut dipertimbangkan pula, ada beban reputasi yang harus ditanggung pemerintah apabila 

terus-menerus gagal dalam mengatasi persoalan kondisi penjara atau, secara umum, untuk 

melanjutkan penguatan supremasi hukum.  

Dengan mempelajari secara lebih dekat apa yang terjadi di tingkat penahanan, kita dapat 

mengidentifikasi faktor penghambat dan sekaligus peluang bagi perubahan. Kedua informasi 

tersebut akan membantu menyusun langkah perbaikan yang lebih efektif. Misalnya pada tahapan 

penahanan dan penyidikan oleh Kepolisian. Tahapan ini merupakan pintu masuk bagi meledaknya 

angka penahanan pra-persidangan, namun juga merupakan rangkaian yang paling sulit untuk diubah 

mengingat Kepolisian memiliki kepentingan ajudikasi dan pengaruh politik yang sangat kuat. Namun, 

studi ini juga melihat peluang untuk bekerja bersama pihak pimpinan Kepolisian yang memiliki 

kepentingan untuk meningkatkan performa dan prestasi di depan publik. Mengombinasikan hal ini 

dengan diimplementasikannya perundang-undangan bantuan hukum akan memberikan peluang 
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bagi menguatnya pemenuhan prinsip peradilan yang layak bagi tahanan. Misalnya, salah satu 

indikator performa yang menentukan struktur anggaran saat ini adalah jumlah kasus dan 

penahanan. Menggeser indikator performa menjadi “kualitas” atau “nilai” dari kasus akan 

mendorong aparat penegak hukum untuk mengejar kasus-kasus yang memiliki bobot kejahatan yang 

lebih serius,meskipun dari segi kuantitas kasus akan berkurang. Tentunya semua usulan perubahan 

ini membutuhkan investasi yang tidak sedikit dari segi waktu dan upaya, termasuk dengan cara 

membangun kerjasama positif dengan pihak-pihak di dalam institusi penegak hukum.  

Area yang paling menjanjikan untuk mencapai perubahan dalam mengatasi persoalan penahanan 

pra-persidangan adalah pada tingkatan penuntutan. Begitu tahanan dipindahkan dari tahanan polisi 

ke rumah tahanan akan muncul lebih banyak kesempatan untuk mengurangi overstaying(ditahan 

melebih waktu resmi penahanan yang dinyatakan dalam dokumen penahanan) melalui peningkatan 

akses ke bantuan hukum, advokasi, dan peningkatan pemahaman di antara petugas Lapas/Rutan, 

tahanan, dan keluarganya–dan untuk meningkatkan kondisi kehidupan tahanan. Keseimbangan 

kekuasaan memang masih tidak berpihak pada tahanan, namun ada kesempatan yang lebih besar 

untuk meningkatkan pemenuhan hak mereka di tingkat ini. Salah satu temuan yang penting dalam 

studi ini adalah: hubungan yang lebih positif antara tahanan dan petugas Lapas/Rutan dapat 

merupakan kunci untuk mengatasi persoalan penahanan pra-persidangan, namun jarang 

digunakan. Ada lingkungan yang lebih kondusif di dalam penahanan Lapas/Rutan dibandingkan 

Kepolisian untuk mencari solusi bagi persoalan penahanan dan juga kondisi yang lebih baik untuk 

menumbuhkan pemahaman tentang manfaat dari bantuan hukum.  

Rekomendasi tindakan dipilah untuk mencerminkan beberapa tingkatan capaian. 

1.1. Tindakan Segera/Jangka Pendek 

Dengan mempertimbangkan peluang perubahan yang diidentifikasi di dalam studi ini. Ada 

serangkaian tindakan jangka pendek dalam mengatasi persoalan penahanan pra-persidangan. Hal ini 

meliputi:  

 Menggunakan sistem dan infrastruktur yang sudah ada di dalam Pemasyarakatan 
untuk mendorong perubahan insentif dan sikap, serta berinvestasi untuk membangun 
kapabilitas. Ini melingkupi:  

a. Mendukung penggunaan ruang dan pelaksanaan program di dalam 
Lapas/Rutan secara kreatif untuk meningkatkan layanan bantuan hukum. 
Misalnya dengan mengadakan klinik bantuan hukum on site bagi tahanan.  

b. Mendukung dan memperkuat peran petugas bantuan hukum (Bankum) di 
dalam Lapas/Rutan. Memberikan alokasi sumber daya yang lebih bagi para 
pegawai untuk menjadi lebih aktif terlibat di dalam memfasilitasi akses 
bantuan hukum bagi tahanan.  

c. Berinvestasi dalam pengembangan kapasitas pegawai Lapas/Rutan dalam hal 
sistem bantuan hukum serta pemahaman mengenai manfaat bantuan hukum 
bagi pelaksanaan tugas Pemasyarakatan.  

 Mendukung universitas untuk mengembangkan klinik bantuan hukum yang 
menyediakan layanan bagi para tahanan, dengan menggunakan sumber daya yang 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum; 
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sekaligus sebagai tempat para mahasiswa hukum untuk mengerti persoalan 
penahanan dan berlatih memberikan bantuan hukum kepada tahanan.6 

 Mendukung dan memfasilitasi hubungan yang positif antara masyarakat sipil, 
Pemasyarakatan, dan tahanan untuk memajukan pemenuhan hak tahanan. Ini 
melingkupi:  

a. Memanfaatkan sikap yang relatif ‘baik dan membantu’ dari petugas 
pemasyarakatan terhadap tahanan, dibandingkan aparat penegak hukum lain, 
untuk memudahkan tahanan mendapat informasi mengenai bantuan hukum, 
serta cara untuk mendapatkan bantuan hukum tersebut. Masyarakat sipil 
yang menyediakan bantuan hukum dapat terlibat mendukung langkah ini.  

b. Mendorong pengembangan pemahaman diantara tahanan dan pihak keluarga 
mengenai hak-hak mereka serta manfaat dari bantuan hukum, apalagi 
semenjak bantuan hukum menjadi jauh lebih terjangkau dengan hadirnya 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.7 

 Memperkuat basis penelitian hukum (legal research) di Indonesia yang memiliki posisi 
strategis dan kemampuan untuk mendorong reformasi di sistem peradilan pidana. Ini 
mencakup mendukung kapasitas riset kelembagaan dengan memaksimalkan 
ketersediaan informasi melalui SDP untuk memperkuat basis pemahamanan dan 
pengetahuan mengenai persoalan sistem permasyarakatan dan peradilan pidana.  

 Mempresentasikan (menyampaikan) temuan penting dari studi untuk mengatasi 
persoalan penahanan pra-persidangan ini ke berbagai pihak. Ini termasuk:  

a. Para pihak dalam sistem peradilan pidana: Menkumham (termasuk Ditjen PAS 
dan BPHN); Polri, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, ikatan profesi 
pengacara dapat bekerja bersama untuk mengurangi penahanan pra-
persidangan yang dapat dihindari terutama pada kasus-kasus non-kekerasan, 
tanpa korban (victimless), kejahatan ringan yang dapat mengurangi 
beban/dampak buruk pada kondisi overcrowding, anggaran, serta dampak 
ekonomi keluarga dan masyarakat.  

b. Pihak donor international dan NGO yang berinvestasi pada reformasi sektor 
hukum dan keadilan dapat menggunakan temuan-temuan report ini untuk 
lebih mengarahkan sumber dayanya pada titik-titik yang direkomendasikan 
untuk mengatasi persoalan penahanan pra-persidangan.  

 

1.2. TIndakan Tingkat Menengah 

Studi ini juga menemukan beberapa tindakan tingkat menengah yang dapat membantu mengubah 

struktur kepentingan dan insentif. Ini dilakukan dengan bekerja bersama dengan potensi-potensi 

perubahan di dalam institusi penegak hukum, termasuk BPHN dan Ditjen PAS; bekerja untuk 

mengubah struktur insentif di dalam masing-masing lembaga; serta dengan mengembangkan 

kapasitas masyarakat sipil dan organisasi bantuan hukum untuk melakukan lobi, serta kampanye 

bagi perubahan.  
                                                           
6
 Akan sangat bermanfaat untuk mempelajari pengalaman CDS bersama 16 universitas dalammengimplementasikan 

program dukungan terhadap Lapas/Rutan setempat  dalam bentuk pelatihan (training) dan pemantauan yang melibatkan 
mahasiswa dan dosen.   
7
 Untuk mempertimbangkan beban pada keluarga tahanan, diperlukan lebih banyak penelitian dan kerjasama yang 

melibatkan mereka sebagai narasumber informasi mengenai beban dan tantangan dari penahanan pra-persidangan.   
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 Mengadaptasi sebuah arsitektur bantuan hukum yang lebih baik dan terintegrasi di 
sepanjang tahapan peradilan untuk meningkatkan akses tahanan terhadap bantuan 
hukum. Ini meliputi upaya sebagai berikut:  

a. Mendorong perampingan sistem dan protokol antara Ditjen PAS dan BPHN 
(yang bertanggung jawab atas pengadministrasian bantuan hukum) untuk 
mempermudah akses tahanan terhadap bantuan hukum.8 Ini dapat berupa 
sebuah sistem dimana BPHN berperan sebagai hub (penghubung) atau 
administrator antara: (1) tahanan yang membutuhkan bantuan hukum dan (2) 
organisasi bantuan hukum (OBH) yang berada di wilayah tersebut. Mengingat 
BPHN dan Ditjen PAS berada di dalam satu Kementerian, upaya ini relatif 
mungkin dilakukan. Yang dibutuhkan adalah peraturan menteri untuk 
mengembangkan kerangka operasional yang dibutuhkan, dan kepemimpinan 
di tingkat kementerian yang mendorong pelaksaaan sistem ini.  

b. Mengembangkan layanan telepon (call center) 24 jam bebas biaya bagi 
mereka yang membutuhkan bantuan hukum. Layanan ini akan melakukan 
registrasi terhadap permintaan bantuan hukum (termasuk tahanan), 
menyediakan nasihat hukum dan jika memang dibutuhkan akan menunjuk 
beberapa OBH untuk mendampingi kasus tersebut.9 Pada tingkat penyidikan, 
hal ini akan membutuhkan dukungan dari pihak pimpinan Polri untuk 
memastikan tahanan memiliki akses ke hotline tersebut dan untuk mengawasi 
pelaksanaannya.  

 Penyediaan akses bantuan hukum bagi tahanan perlu dijadikan bagian dari Indikator 
Kinerja Utama (IKU) atau key performance indicators(KPI) dari setiap fasilitas 
penahanan termasuk Kepolisian maupun Pemasyarakatan sebagai insentif bagi 
penyediaan bantuan hukum.  

 Berinvestasi dalam pengembangan kapasitas petugas Kepolisian dalam penerapan 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Hal tersebut dapat 
berbentuk kerjasama dengan pimpinan Polri dan Kompolnas dalam mengubah sistem 
insentif dan penghargaan (reward) terkait penanganan tahanan.  

 Mengubah insentif anggaran melalui pengukuran kinerja Kepolisian dan Kejaksaan 
berdasarkan kualitas kejahatan dan bukannya angka (kuantitas) jumlah kejahatan 
yang ditangani. Hal tersebut akan mencegah meledaknya angka penahanan untuk 
kasus-kasus yang bersifat ringan dan dapat ditangani tanpa penahanan.  

 Perlu dilihat kemungkinan untuk melakukan upaya litigasi atau gugatan untuk menguji 
konstitusionalitas dari penahanan pra-persidangan serta pelanggaran hak konstitusi 
yang muncul dalam penahanan tersebut. Ada kebutuhan untuk melakukan riset 
hukum atas kemungkinan dan efektivitas dari ditempuhnya gugatan melalui jalur 
hukum yang berbeda.  

 Mendukung keterlibatan lebih jauh firma hukum dan lembaga profesi pengacara 
untuk dapat memenuhi kewajiban penyediaan layanan bantuan hukum pro bono bagi 
penghuni.  

 Mendukung masyarakat sipil dan organisasi bantuan hukum untuk melakukan 
pemantauan terhadap pelaksanaan wewenang penahanan dari penegak hukum. 

                                                           
8
 Kedua lembaga tersebut berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, namun tidak memiliki mekanisme 

yang berjalan efektif untuk memfasilitasi penyediaan bantuan hukum.   
9
  Program percontohan bisa dilakukan di Jakarta dan Surabaya. 
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Seperti misalnya penggunaan secara strategis gugatan pra-peradilan untuk menguji 
penetapan status tersangka dan penahanan yang baru saja diputuskan oleh 
Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap meningkatnya 
kualitas penyelidikan/penyidikan penegak hukum sebelum status tersangka 
ditetapkan dan penahanan dilakukan. Pada akhirnya, cara ini akan membentuk 
struktur insentif yang baru bagi kepolisian.  

 

1.3. High-level/National Policy Tindakan Jangka Panjang 

Studi ini juga mengidentifikasi perubahan politik di tingkat yang lebih tinggi dalam konteks 

penahanan pra-persidangan dengan cara memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas 

baik secara internal maupun eskternal. Penguatan mekanisme ini perlu dilakukan di sepanjang 

tahapan SPP untuk mengurangi peluang bagi oknum penegak hukum untuk mendapatkan 

keuntungan dengan menyalahgunakan wewenang penahanan. Mekanisme yang ingin dibangun 

bukan hanya untuk mengawasi pelanggaran, namun juga untuk menghargai kepatuhan pelaksanaan 

tugas. Ini bisa mencakup: diperkenalkannya mekanisme habeas corpus sebagai bagian dari 

penahanan (ICJR,2014dan2011). Perubahan mengharuskan kita untuk membangun penerimaan 

(buy-in) dari seluas mungkin pihak penegak hukum, termasuk Kepolisian, Kejaksaan, dan pengadilan. 

Insentif untuk reformasi dapat dibangun dengan berdasarkan manfaat reputasi/nama baik dalam 

mendukung reformasi.  

 Ada peluang politis untuk mendukung perubahan KUHAP dan KUHP yang dapat 
mengatasi faktor pendorong penahanan pra-persidangan. Ini dapat dilakukan dengan 
cara membangun kesepahaman dan kerjasama dengan pihak-pihak kunci di 
Kementerian dan legislatif. Perubahan yang diharapkan adalah sebagai berikut:  

a. Mengubah praktik penuntutan dan penghukuman yang lebih menggunakan 
alternatif penghukuman (termasuk hukuman alternatif/non-pemenjaraan), 
serta dengan cara meningkatkan batas nilai materiil dari kejahatan yang dapat 
ditahan (dari Rp 250,- menjadi Rp 2.500.000,-); 

b. Menyediakan alternatif bagi penahanan (penangguhan penahanan, tahanan 
rumah/kota) yang diatur mekanismenya secara transparan dan dapat 
dipertanggungjawabkan;  

c. Memperkuat hak tahanan untuk sesegera mungkin mendapatkan bantuan 
hukum dengan cara mengembangkan sistem layanan bantuan hukum. 

 Melalui upaya politik untuk mendorong reformasi praktik penahanan dan perbaikan 
kondisi penjara. Perhatian publik yang kian menguat terhadap kondisi di balik sel 
Lapas/Rutan perlu dimanfaatkan untuk mendorong peningkatan pemahaman dan 
sensitivitas publik terhadap kondisi tahanan dan beban sosial ekonomi dari 
penahanan terhadap masyarakat Indonesia.  
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2 Pengantar 
 

Penahanan dan proses penahanan adalah sebuah sistem tertutup dimana wewenang diskresi 

sebegitu besarnya dari satu pihak (penegak hukum) atas pihak lain (tahanan) sehingga dapat 

memunculkan insentif ataupun peluang bagi munculnya pelanggaran hak; dan yang lebih utama lagi 

terkikisnya kepercayaan publik atas supremasi hukum. Dalam konteks dimana supremasi hukum 

memang sudah lemah, penahanan pra-persidangan menjadi bagian penting dari persoalan.  

Fasilitas penahanan merupakan sebuah contoh kondisi dimana seseorang atau kelompok orang bisa 

memilliki ‘diskresi penuh dan tertutup (tidak transparan)’ atas orang atau kelompok orang lainnya. 

Pihak penegak hukum memiliki kekuasaan penuh untuk menentukan tidak hanya kondisi hidup 

sejumlah orang (bagaimana mereka tidur, makan atau berinteraksi dengan keluarga/pihak luar), 

namun juga bagaimana hasil dari proses peradilan pidananya. Mempelajari dimensi ekonomi politik 

dari penahanan pra-persidangan akan memberikan pemahaman atas karakter khusus dari 

penahanan dengan tujuan untuk menyusun rekomendasi kebijakan dan perubahan praktik agar 

penahanan dapat digunakan secara lebih tepat. Berfokus pada ‘permasalahan’ dari penahanan akan 

memungkinkan rekomendasi di atas menghadapi secara spesifik struktur kepentingan dan insentif, 

serta relasi kuasa yang selama ini menjadi penyebab dari persoalan. Menggunakan pendekatan yang 

adaptif, berkelanjutan, dan berbasis penyelesaian masalah dapat membantu perumusan arah 

kebijakan yang lebih efektif. Ini berbeda dari pendekatan yang cenderung legalistik dan normatif 

yang umumnya digunakan untuk mengatasi persoalan peradilan pidana yang sangat kompleks dan 

multi-dimensional (sosial, politis, dan institusional) (Andrews, 2013; Harris, 2013; 

LeftwichdanHudson, 2014). 

Ini adalah studi mengenai ekonomi politik dari penahanan pra-peradilan di Indonesia yang 

menganalisa sifat dan karakter penting dari penahanan yang berkepanjangan dengan tujuan untuk 

menyusun rekomendasi kebijakan untuk memperbaiki situasi yang ditimbulkan. Studi ini 

menggunakan kerangka analisis ekonomi politik untuk mengidentifikasi faktor pendorong terjadinya 

penahanan pra-persidangan (DomingodanDenney, 2013). Termasuk di dalamnya analisis atas faktor-

faktor penyebab yang terdapat dalam rangkaian proses sistem peradilan pidana. Studi ini mengkaji 

dimensi insentif, pola perilaku, sumber daya, dan kemampuan dari masing-masing sub-sistem 

peradilan pidana yang memperburuk persoalan penahanan pra-persidangan di Indonesia.  

Ada tiga tujuan dari studi ini. Pertama, untuk menguji seberapa bergunanya kerangka analisis ini 

dalam meningkatkan pemahaman kita atas persoalan dan faktor pendorong penahan pra-

persidangan yang berlebihan. Kedua, untuk menganalisa ekonomi politik dari peradilan pidana dan 

sistem pemasyarakatan di Indonesia untuk dapat mengidentifikasikan faktor penghambat 

(blockages)dan kondisi dalam rantai peradilan pidana yang memperparah jumlah dan kondisi 

penahanan pra-persidangan. Ketiga, untuk menentukan ‘titik masuk’ dalam rangka mendukung 

perubahan dari pola insentif, perilaku, kapasitas, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk 

mengurangi persoalan penahanan pra-persidangan.   



9 
 

Studi ini kemudian akan merumuskan rekomendasi kebijakan, reformasi hukum, dan langkah-

langkah praktis—pada tingkatan yang berbeda—untuk membantu menghadapi persoalan 

penahanan pra-persidangan dan kepadatan penjara.  

3 Struktur 
Laporan studi ini memiliki struktur sebagai berikut. Bagian Pertama adalah pengantar singkat 

terhadap kerangka analisis dan metodologi yang digunakan untuk memahami ekonomi politik dari 

penahanan pra-persidangan. Bagian Kedua akan mengkaji skala persoalan dan dampak yang 

ditimbulkan. Dilanjutkan dengan Bagian Ketiga, studi atas konteks sosial-politik, kelembagaan, dan 

hukum yang membentuk sistem peradilan pidana dan sistem pemasyarakatan di Indonesia saat ini. 

Bagian Keempat merupakan presentasi atas temuan-temuan dari penelitian lapangan yang akan 

berfokus pada faktor pendorong terjadinya penahanan pra-persidangan yang berkelebihan, 

tantangan terhadap upaya perubahan, dan peluang bagi tindakan perbaikan dalam rantai sistem 

peradilan pidana. Bagian akhir dari paper ini merupakan ringkasan atas temuan dan rekomendasi 

yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam perumusan kebijakan dalam mengendalikan faktor 

pendorong dan dampak dari penahanan pra-persidangan.  

4 Metodologi dan Pendekatan Analisis 

4.1 Analisa Ekonomi Politik dari Penahanan Pra-persidangan: Pemilahan Unsur 

Sistem Peradilan Pidana 

Analisa ekonomi politik yang berfokus pada inti persoalan belakangan ini menjadi sebuah 

pendekatan yang banyak digunakan oleh pengambil kebijakan untuk merumuskan model kebijakan 

dan solusi yang lebih efektif (Harris, 2013; LeftwichdanHudson, 2013; Andrews, 2014). Pendekatan 

ini mempertimbangkan beberapa faktor seperti bagaimana proses ekonomi dan politik membentuk 

‘aturan main’ (rules of the game), pola kepentingan, dan praktik yang ada saat ini. Juga bagaimana 

aspek ekonomi politik tersebut mempengaruhi sistem nilai yang melandasi tindakan/perilaku 

kelompok orang ataupun individu yang berbeda, serta bagaimana kekuasaan tersebar dan dimiliki 

oleh kelompok yang berbeda ini.  

Studi ini mulai dari sebuah posisi awal bahwa penahanan pra-persidangan yang cenderung 

berlebihan dan sewenang-wenang merupakan ‘inti persoalan’ yang harus ditangani, dan dengan 

tujuan studi ini menemukan cara untuk dapat mengurangi persoalan tersebut. Kerangka analisis 

yang digunakan akan mengidentifikasi faktor pendorong konkrit dari penahanan, yang muncul akibat 

aspek ekonomi politik tersebut. Dengan mempertimbangkan aspek institusional dan struktural, 

kerangka analisis ini akan menguji hubungan antara para pihak di dalam sistem peradilan pidana 

termasuk para tahanan, institusi penegak hukum, pemasyarakatan, pengacara,dan pihak lain yang 

tindakan atau kebijakannya memiliki konsekuensi pada kondisi dan durasi penahanan pra-

persidangan.   

Bagan 1 merupakan ringkasan dari faktor-faktor yang perlu diperhitungkan dalam tahapan-tahapan 

sistem peradilan pidana. Tahapan pertama dan kedua merupakan pemetaan awal atas konteks dan 

situasi yang menyebabkan persoalan penahanan pra-persidangan muncul. Sementara itu, tahapan 
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ketiga merupakan analisis ataskesempatan/peluang untuk mencapai perubahan yang merupakan 

area ‘pertemuan’ antara kepentingan berbagai struktur/kelembagaan.  

 

4.1.1 Bagan1:Pertanyaan-pertanyaan Penting Terhadap Penahanan Pra-persidangan Dengan 

Menggunakan Kerangka Analisis Ekonomi Politik 

 
Sumber: DomingodanDenney (2013) 

 

Kelemahan dari analisis ekonomi politik umumnya adalah analisis ini tidak menawarkan 

rekomendasi praktis untuk mengatasi persoalan. Untuk mengatasi ini, kerangka analisis yang 

digunakan akan melakukan pemilahan yang lebih dalam atas persoalan penahanan untuk bisa 

menganalisa pola kepentingan dan kekuasaan yang terjadi pada tahapan yang berbeda dalam sistem 

peradilan pidana. Model analisis ini akan memberikan pemahaman yang lebih mikro pada setiap 

lembaga, pola insentif, serta hubungan kekuasaan yang merupakan bagian dari akar permasalahan.   

Bagan Kedua memberikan ringkasan atas kondisi ekonomi politik dari penahanan pra-persidangan 

dalam berbagai tahapan peradilan pidana. Model ini akan memberikan informasi mengenai faktor 

pendorong apa saja yang menyebabkan dan memperparah persoalan, serta dimana peluang untuk 

mengubah pola kepentingan dan insentif yang menyebabkan permasalahan.   

• Faktor sosial politis yang lebih luas .  

• Normal sosial kultural, sistem nilai dan keyakinan serta pemahaman atas keadilan, sikap publik terhadap 
kejahatan, penghukuman, dan persepsi atas keamanan masyarakat. 

• Kerangka hukum: sistem peradilan pidana dan lembaga penegak hukum.   

• Institusi informal dan praktik/penerapan aturan di lapangan serta kondisi pluralisme hukum.   

• Keterbatasan sumber daya dan kapasitas di dalam sistem.   

Faktor Struktural dan 
Kelembagaan Formal & 

Informal 

• Pihak yang berkepentingan: tahanan, polisi, jaksa, pegawai pemasyarakatan, hakim, pengacara, dan 
paralegal.   

• Bagaimana para pihak memposisikan dirinya satu sama lain dan juga terhadap persoalan penahanan di 
atas?   

• Apa kepentingan dan motivasi dari para pihak dalam persoalan ini? Bagaimana gagasan dapat membentuk 
persepsi?  Apakah para pihak diuntungkan atau dirugikan dari kondisi penahanan serta dari solusi yang 
ditawarkan? Bagaimana dan mengapa mereka akan melawan perubahan?   

• Bagaimana alokasi sumber daya, akses ke bantuan hukum, dll.   

Para Pihak, Struktur Insentif 
dan Kepentingan Para Pihak   

• Dimana ruang/peluang untuk mengamankan dukungan dari aktor kunci?   

• Bagaimana mengubah proses dan sumber daya dalam institusi dapat mempengaruhi pola kepentingan dan 
perilaku dalam sistem peradilan pidana? 

• Apa kesempatan yang dapat dimanfaatkan dari perubahan hukum, perubahan prosedur dan investasi dalam 
sumber daya, dan kapasitas kelembagaan?   

• Dimanakah potensi untuk menumbuhkan dukungan dari para pihak atau untuk membangun aliansi strategis 
bagi perubahan dan inovasi?   

'Pertemuan' antara Struktur 
dan Agensi, serta Dampak 

Perubahan yang Ingin Dicapai   

Mengidentifikasi Kesempatan 
untuk Melakukan Perubahan   
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Bagan 2:Ringkasan Ekonomi Politik dari Penahanan Pra-persidangan pada Setiap Tahapan Proses 

Acara Pidana   

Sumber: DomingodanDenney (2013). 

Studi atas kasus penahanan di Indonesia ini akan berfokus pada ekonomi politik dari penahanan pra-

persidangan yang terjadi di tahanan polisi dan UPT Pemasyarakatan. Tetap ada kebutuhan untuk 

melakukan studi yang lebih lanjut yang berfokus pada bekerjanya sistem peradilan pidana.   

Rekomendasi pada report ini menargetkan tiga level perubahan. Pertama, adalah perubahan yang 

bersifat jangka pendek, lebih kongkrit, dan berbentuk tindakan praktis (training bagi petugas 

pemasyarakatan, pengembangan pemahaman hukum di antara para tahanan,dan mendukung 

lembaga bantuan hukum).  Ini dapat dilakukan dengan bekerja bersama NGO dan organisasi bantuan 

hukum yang memang sudah berkomitmen pada isu pemasyarakatan, juga bekerja dengan otoritas 

pemasyarakatan termasuk Rutan dan Lapas. Kedua, perubahan di tingkat jangka menengah atau 

intermediary. Ini dapat berbentuk menyusun perencanaan program jangka menengah meningkatkan 

keperdulian dan kerja advokasi lain diantara pihak-pihak yang berkepentingan. Hal tersebut dapat 

berbentuk kerja sama pihak Ditjen PAS, serta cabang-cabang lain di dalam sistem peradilan pidana di 

Indonesia seperti pihak pengadilan, Kejaksaan, dan Kepolisian. Pihak ketiga seperti lembaga 

internasional atau pemerintah luar negeri yang memberikan bantuan juga perlu dilibatkan dalam 

mendukung pemerintah Indonesia mencapai perubahan yang direkomendasikan. Ketiga, perubahan 
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jangka panjang yang melibatkan perubahan kebijakan dan kerangka hukum serta perubahan di 

tingkat normasosial,serta sikap masyarakat terhadap kondisi penghuni penjara.   

4.2 Mengapa Indonesia yang Dipilih 

Indonesia penting untuk diteliti karena beberapa pertimbangan. Yang terutama adalah karena 

kondisi penahanan pra-persidangan di Indonesia diakui sebagai faktor penting meledaknya jumlah 

penghuni penjara jauh di atas kapasitas, serta kian memburuknya kondisi pemenjaraan yang 

memiliki konsekuensi sosial dan hukum yang lebih luas di negara dengan jumlah penduduk keempat 

terbanyak di dunia. 

Saat ini ada sejumlah inisiatif penting pembaharuan baik di dalam struktur dan program pemerintah, 

masyarakat sipil dan termasuk organisasi bantuan hukum yang memiliki tujuan dan kepentingan 

yang sama dalam mengatasi persoalan penahanan. Ada beberapa tindakan penting yang sudah 

dilakukan dalam beberapa tahun terakhir oleh pemerintah, dan agar ke depannya dapat membawa 

dampak yang lebih efektif. Hasil studi dan kajian oleh lembaga seperti the Institute for Criminal 

Justice Reform (ICJR)danthe Centre for Detention Studies (CDS) yang memberikan gambaran kondisi 

terakhir, seperti studi ini, dapat digunakan sebagai acuan penyesuaian ataupun penyusunan 

kebijakan baru pemerintah dalam penanganan penahanan pra-persidangan. 

 

4.3 Metode Penelitian Lapangan 

Penelitian menggunakan metode kualitatif pada hampir setiap tahapannya. Ini merupakan metode 

yang dianggap paling tepat bagi kerangka analisis ekonomi politik. Sumber informasi meliputi: 

Pertama, kajian literatur atas kerangka hukum yang mengatur sistem peradilan pidana, KUHP, 

sumber data penangkapan, penahanan, penuntutan, dan putusan. Kedua, Tim Riset juga 

menggunakan literatur dan pengetahuan terkini mengenai sejarahdan kondisi sistem peradilan dan 

sistem pemasyarakatan, serta hubungan kausalitasnya dengan perubahan konteks politik dan sosial 

budaya pasca reformasi tahun 1998. Ketiga, penelitian lapangan menggunakan metode interview 

semi-terstruktur dan focus group discussionyang melibatkan aktor kunci dalam tahapan yang 

berbeda di sistem peradilan pidana. Informasi dan material yang didapatkan melalui interview telah 

diperiksa silang dengan analisis atas kerangka hukum, dokumen kebijakan, dan data-data kuantitatif 

lainnya yang tersedia, termasuk data statistik resmi dan laporan resmi yang dipublikasikan untuk 

memastikan data triangulasi.   

Interview dimaksudkan untuk dapat memahami praktik/aturan informal yang berlaku diantara para 

aktor, dan bagaimana ini tercermin pada hubungan kekuasaan, struktur insentif, dan kepentingan 

serta perilaku para aktor di dalam sistem pidana. Interviewjuga akan menangkap bagaimana aktor di 

dalam sistem melihat kesempatan perubahan. Penelitian lapangan ini berfokus pada ekonomi politik 

dari sistem peradilan pidana dan bagaimana struktur kepentingan dan insentif yang ada 

memperburuk persoalan penahanan pra-persidangan di Indonesia.   

Penelitian lapangan dilakukan pada rentang bulan Februari sampai dengan April 2014 dengan 

melibatkan delapan orang peneliti dari lembaga ODI, CDS, dan ICJR.Baik CDSsejak tahun 2008, 

maupun ICJR sejak tahun 2006 telah bekerja pada isu terkait sistem peradilan pidana. 

Tim peneliti telah mengunjungi lembaga penahanan sebagai berikut: 

 



13 
 

 Rumah Tahanan Wanita PondokBambu: Rutan ini didirikan pada tahun 1947 di area Jakarta 
Timur. Pada awalnya Rutan ini merupakan panti rehabilitasi sosial. Fasilitas ini menahan 
narapidana perempuan, tahanan perempuan, dan juga penghuni anak laki-laki. Berkapasitas 
resmi 619 orang, rutan ini pada praktiknya harus mengakomodasi 1.026 penghuni pada bulan 
Desember 2014.   

 Rumah Tahanan Salemba:Penjara pria dewasa ini berada di area Jakarta Pusat yang didirikan 
oleh Belanda pada tahun 1918. Didesain berkapasitas 862 orang, namun pada bulan 
Desember 2014 harus mengakomodasi 2.977 penghuni.   

 Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang:Didirikan oleh Belanda dengan lokasi kurang lebih 
berada 40 Km di sebelah barat Jakarta, fasilitas ini sekarang dikhususkan sebagai Lapas 
sekaligus Rutan anak (untuk tahanan maupun narapidana). Lapas ini didesain untuk 
menampung 220 penghuni.Ada sekitar 126 penghuni yang tinggal di Lapas ini pada bulan 
Desember 2014.   

 Lapas Banjarmasin (klas IIa), Kalimantan Selatan: salah satu Lapas yang terpadat jumlah 
penghuninya di Indonesia. Tercatat ada 648% kelebihan penghuni pada Desember 2014. 
Didesain untuk menahan hanya 366 penghuni, namun pada praktiknya menahan lebih dari 
2.317 orang pada Desember 2014. Penghuninya bercampur, 61% adalah narapidana (sudah 
vonis) sementara sisanya adalah tahanan yang menunggu persidangan.   

5 Skala dari Persoalan Kepadatan Penghuni Penjara dan Penahanan Pra-

persidangan di Indonesia 

5.1 Kondisi Penahanan Pra-persidangan 

 

Penjara di Indonesia mencerminkan salah satu kondisi terburuk dari sistem peradilan pidana dimana 

prinsip “proses hukum yang adil” acap kali tidak dipenuhi. Hal ini merupakan akibat dari kombinasi 

beberapa faktor seperti: kepadatan penghuni penjara, kurangnya jumlah pegawai, kewenangan 

penahanan yang sangat luas, masalah kurangnya anggaran, masih terjadinya praktik korupsi, 

tingginya kekerasan kelompok penghuni penjara, kualitas air dan sanitasi yang buruk, serta 

rendahnya kualitas kesehatan dan pendidikan di dalam fasilitas penahanan.   

Dari tahun 2004 hingga tahun 2011, jumlah penghuni penjara yang dikelola oleh Ditjen PAS meledak 

dua kali lipatdari 71.500 menjadi sekitar 144.000, sementara kapasitas penjara hanya meningkat 

setinggi 2% pada periode yang sama.10 Pada bulan Juli 2015, menurut Sistem Database 

Pemasyarakatan yang dikelola oleh Ditjen PAS, ada 178.063penghuni menjalanan 

penahanan/hukuman (34% diantaranya adalah tahanan pra-persidangan) di477 

Lapas/Rutan.11Informasi ini tidak termasuk data tahanan yang ada di ruang tahanan Kepolisian di 

seluruh Indonesia (Sudaryono, 2012). Meskipun jumlah penghuni mencapai 145% dari kapasitas 

penjara secara nasional, dibanyak penjara kota besar jumlah penghuni bisa mencapai 625% dari 

kapasitas Lapas/Rutan.   

                                                           
10

[smslap.ditjenpas.go.id], diakses 10 Juli 2015. 
11

 Pada tahun 2013, Polri menahan setidak-tidaknya 92.000 tersangka di seluruh Indonesia(tidak semua Polda melaporkan 
ke Polri) (Statistik Tahanan Kepolisian pada tahun 2012 dan tahun 2013) berdasarkan jawaban terhadap Permohonan 
Informasi Publil yang diajukan ICJR kepada PPID Polri pada tahun 2014.   
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Ada sejumlah konsekuensi serius dari penahanan pra-persidangan—dan kepadatan penghuni 

penjara—di Indonesia. Pertama, tingginya tingkat kepadatan memperparah buruknya kondisi 

kesehatan penghuni di dalam penjara. Anggaran kesehatan mengalami pemotongan yang signifikan 

beberapa tahun belakangan ini akibat defisit anggaran negara. Bahkan anggaran layanan kesehatan 

bagi penghuni ditiadakan pada tahun anggaran 2014.12Kondisi ini semakin memperburuk akses 

penghuni terhadap layanan kesehatan yang layak.  

Berdasarkaninterview terhadap penghuni dan keluarganya, ditemukan tingginya angka prevalensi 

infeksi kulit dan infeksi saluran pernafasan atas. Penghuni harus dapat hidup dengan anggaran 

sebanyakRp 6.500,- untuk bahan makanan selama sehari. Situasi ini menyebabkan malnutrisi 

menjadi endemik di penjara. Para tahanan yang hidup dengan HIV/AIDS juga menerima perhatian 

medis yang sangat terbatas akibat pemotongan anggaran. Pada tahun 2008, Ditjen PAS melaporkan 

890 penghuni meninggal akibat infeksi oportunistik di Lapas/Rutan area DKI Jakarta.13 

Kedua, ada resiko keamanan yang serius yang diakibatkan oleh tingginya tingkat kepadatan 

penghuni penjara (overcrowding). Pada beberapa Lapas/Rutan yang mengalami overcrowding, 

penghuni tidak dapat tidur bersamaan di dalam satu sel karena ketiadaan tempat. Akibatnya pada 

saat malam hari hanya blok atau sebagian dari blok yang dapat dikunci, karena sel tidak dapat 

dikunci. Hal ini memunculkan resiko keamanan yang besar baik di antara penghuni maupun antara 

penghuni dan petugas, serta kemungkinan melarikan diri yang tinggi. Kondisi ini juga menyebabkan 

resiko radikalisasi kejahatan meningkat mengingat antara tahanan yang menunggu putusan hakim 

dan narapidana terpaksa dicampur (Joniansyah, 2012).Rasio antara petugas jaga dan penghuni 

penjara di tingkat nasional, yaitu 1:44 sudah cukup rendah apabila dibandingkan dengan standar 

internasional, yaitu 1:15. Sementara itu, di beberapa penjara tertentu yang overcrowded seperti 

Banjarmasin rasionya bisa jauh lebih mengkhawatirkan lagi, yaitu di angka 1:450.14Situasi ini 

menyebabkan pengelolaan penjara bisa menjadi sangat sulit mengingat rendahnya rasio penjaga 

terhadap penghuni dapat meningkatkan tingkat kekerasan (atau ancaman terhadap kekerasan) serta 

resiko tindakan kriminal lainnya seperti beredarnya material terlarang, serta pembentukan gank 

atau kelompok informal penghuni.   

Ketiga, munculnya resiko pada kelompok penghuni tertentu. Meskipun jumlah total penghuni 

perempuan hanya sejumlah 3% dari total penghuni pemasyarakatan, namun situasi yang dihadapi 

oleh kelompok perempuan pada umumnya jauh lebih buruk. 85% dari penghuni perempuan harus 

tinggal di UPT yang diperuntukkan bagi penghuni laki-laki dewasa.15Ini berarti penghuni perempuan 

harus tinggal di area yang lebih kecil dan terbatas dibandingkan penghuni laki-laki karena 

pertimbangan keamanan dan keselamatan personal.16Penghuni dari kelompok minoritas seperti 

lesbian, gay, biseksual, dan transgenderakan mengalami persoalan atau ancaman yang sama; 

bahkan mungkin jauh lebih berat.   

                                                           
12

Interview dengan petugas Lapas/Rutan: di Banjarmasin pada tanggal 17 Februari 2014; di Salemba pada tanggal 12 dan 
13 Februari 2014; di Pondok Bambu pada tanggal 12 Februari 2014, sebagaimana dikuatkan dalam pertemuan dengan 
DIrektur Jenderal Pemasyarakatan pada tanggal 17 Desember 2014. 
13

[http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/123952-S-5271-Evaluasi%20pelaksanaan-Literatur.pdf]. Juga lihat Rencana Aksi 
Nasional Penanggulangan HIV-AIDS dan Penyalahgunaan Narkoba di UPT Pemasyarakatan tahun 2010-2014. 
14

 Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pemasyarakat pada saat perayaan Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 
2014. 
15

 Wawancara dengan narapidana dan petugas Pondok Bambu pada tanggal 11 Februari 2014.  
16

 Untuk mendapatkan data terakhir jumlah penghuni berdasarkan provinsi lihat   
[http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/sort:jml_ndp/asc/page/0]. 
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Penghuni anak juga mengalami persoalan tambahan. Para anak umumnya dihukum karena tindak 

pidana seperti pencurian, penganiayaan, penggunaan Narkoba, perkosaan, dan pembunuhan. 98% 

tersangka anak ditahan dan 90% diantaranya tidak didampingi penasehat hukum meskipun 

diwajibkan oleh Pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak. Oleh karenanya, anak-anak pun sama rentannya dengan orang dewasa dalam kasus 

penggunaan wewenang penahanan yang berlebihan.   

Penahanan pra-persidangan yang berkepanjangan juga menimbulkan konsekuensi yang serius pada 

beberapa aspek. Pertama, ada implikasi yang serius dengan kebutuhan anak akan pendidikan baik 

selama atau setelah penahanan. Anak-anak selama dalam status penahanan kehilangan akses 

terhadap pendidikan. Begitu putusan vonis didapatkan dan berkekuatan hukum tetap (tanpa 

banding) barulah kemudian mereka bisa terlibat di dalam program pendidikan atau kegiatan 

rekreasional lainnya. Namun selama masa penahanan pra-persidangan, kesempatan untuk bisa 

terlibat di kegiatan yang produktif dan menunjang pendidikan secara umum tidak tersedia. Kondisi 

ini akan memiliki konsekuensi jangka panjang di luar masa penahanan pra-persidangan dan bahkan 

pasca masa hukuman, mengingat sebagian besar tahanan mendapat vonis hukuman. Penelitian 

lapangan ini menemukan pula akan adanya stigma sosial yang besar pada anak-anak yang telah 

menjalani penahanan. Berdasarkaninterview ditemukan sebagian besar tidak diterima kembali ke 

sekolah tempat mereka berasal. Hal ini tentunya akan sangat mempengaruhi kehidupan masa depan 

mereka dan upaya re-integrasi ke kehidupan sosial.   

Kedua, penelitian ini juga mengkonfirmasi praktik yang terjadi di tempat penahanan, dimana tidak 

terjadi klasifikasi dan pemisahan tahanan anak-anak berdasarkan kategori usia dan kejahatan yang 

disangkakan. Ini berarti tahanan yang berusia sangat muda (mulai dari usia 12 tahun) dapat dalam 

praktiknya ditahan bersama mereka yang berusia muda menjelang dewasa (menjelang 18 tahun), 

serta mereka yang disangka melakukan tindak pidana yang ringan ditahan bersama tersangka tindak 

pidana yang lebih berat. Persoalan lain yang lebih berat adalah keterbatasan jumlah fasilitas 

penahanan bagi anak di Indonesia. Dengan hanya ada 17 Rutan/Lapas, lebih dari 85% 

tahanan/narapidana anak harus menjalani hukuman/penghukuman di UPT Pemasyarakatan dewasa. 

Meskipun sel penahanan untuk tidur dipisahkan, pada sebagian besar UPT, anak-anak harus berbagi 

fasilitas dengan orang dewasa, seperti tempat beribadah, lapangan terbuka, serta tempat lain. 

Fasilitas yang harus digunakan bersama ini meletakkan anak-anak dalam resiko kekerasan baik 

secara seksual maupun bentuk lainnya.17 

Penahanan pra-persidangan yang berlebihan dan tanpa kontrol di Indonesia merupakan bentuk 

ketidakmampuan negara dalam memenuhi hak dasar dan hak konstitusional dari tahanan.   

 

5.2 Beban dan Biaya yang Disebabkan 

Penahanan pra-persidangan menyebabkan beban dan biaya tidak hanya bagi tahanan atau keluarga 

mereka, namun juga bagi masyarakat yang lebih luas. Penahanan pra-persidangan mencerminkan 

cara penggunaan sumber daya publik yang tidak tepat.   

                                                           
17

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah disahkan pada Juli 2012 
menggantikan Undang-Undang yang sama tahun 1997. Undang-Undang ini mengatur beberapa perubahan penting, 
termasuk menaikkan batas minimum usia anak yang dapat ditahan dari 8 tahun menjadi 12 tahun.  
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Penahanan pra-persidangan memaksa munculnya beban biaya langsung pada tahanan dan keluarga. 

Keluarga pada hampir semua kasus kehilangan pencari nafkah yang berakibat pada hilangnya mata 

pencaharian. Ditambah lagi keluarga perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk menyokong hidup 

tahanan dengan kisaran Rp 600.000,- hingga Rp 5.500.000,- per bulannya. Nilai tersebut, dengan 

Upah Minimum Regional berkisar antara Rp 2.000.000,- sampai dengan Rp 2.500.000,-  cukup besar 

dan menjadi beban bagi banyak keluarga di Indonesia.  

Penelitian lapangan juga menemukan dua bentuk ‘pembayaran’ informal yang berhubungan dengan 

penahanan yang bervariasi dalam tahapan peradilan pidana (akan dibahas pada Bagian 5). Pertama 

adalah biaya yang berhubungan dengan proses hukum/perkara. Ini termasuk ‘pembayaran informal’ 

kepada oknum penegak hukum sebagai bagian dari upaya menurunkan ancaman hukuman. Hampir 

semua dari tahanan yang di-interview melihat kemungkinan untuk dinyatakan tidak bersalah sangat 

kecil, sehingga mereka lebih berfokus pada pengurangan masa penahanan pra-persidangan atau 

hukuman. Mereka percaya dengan melakukan ‘pembayaran’ informal kepada oknum penegak 

hukum akan dapat mengurangi hukuman/penahanan.18 

Kedua, adalah biaya yang berhubungan dengan kebutuhan dasar tahanan. Ini termasuk biaya 

perjalanan bagi keluarga untuk mengunjungi tahanan; biaya “iuran kunjungan” yang dibayarkan 

kepada tahanan lain; biaya untuk membantu tahanan memenuhi kebutuhan dasar seperti tambahan 

lauk makanan (anggaran per hari per tahanan untuk tiga kali makan adalah Rp 6.500,-), 

perlengkapan mandi, serta obat-obatan dasar yang dibutuhkan.   

 

BOX 1: BIAYA PENAHANAN PRA-PERSIDANGAN BAGI TAHANAN DAN KELUARGA DI TEMPAT PENAHANAN DI 

JAKARTA  

Keluarga tahanan di Jakarta harus mengalokasikan antara Rp 500.000,- (USD 45) danRp 4.600.000,- (USD 
440) setiap bulannya agar tahanan bisa memenuhi kebutuhan dasarnya seperti makanan tambahan, 
keperluan mandi, dan iuran LPG untuk memasak. Biayanya bervariasi tergantung dimana tahanan itu 
berada, serta bagaimana keluarga dapat mendukung tahanan tersebut. Tahanan Kepolisian di Kalimantan 
Selatan untuk bisa mendapatkan makanan dua kali perhari, air minum yang cukup, iuran TV, dan layanan 
kebersihan harus mengeluarkan sekitar Rp 1.120.000,- (2004). 

Empat dari enam keluarga yang di-interview di Jakarta menekankan beban biaya yang luar biasa akibat 
penahanan pada penghidupan mereka. Ini termasuk hilangnya pemasukan/income apabila tahanan adalah 
pencari nafkah keluarga, serta biaya tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup tahanan. Keluarga kerap 
kali harus mengandalkan bantuan dari sanak keluarga, menjual asset dan kepemilikan, atau meminjam 
uang. Dua keluarga lain melanjutkan usaha keluarga namun tetap mengalami berkurangnya pendapatan 
secara signfikan.   

[Sumber: interview] 

 

Sebagian besar tahanan berasal dari rumah tangga berpenghasilan kecil dan memiliki harapan 

yangrendah pula untuk bisa mendapatkan hasil yang positif atau adil dari proses hukum. Sumber 

daya keluarga umumnya difokuskan untuk membuat kehidupan dalam tahanan lebih layak. Efek dari 

penahanan yang berkepanjangan adalah pada hilangnya sumber pendapatan dan penurunan kondisi 

kehidupan keluarga tahanan dari pelbagai aspek. Stigma sosial yang disandang tahanan juga 

mempersulit prospek re-integrasi ke masyarakat serta mata pencaharian tahanan.   
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 Sebagaimana dikonfirmasi dalam data statistic the Centre for Detention Studies (2014). 
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Ketiadaan alternatif dari penahanan dan mekanisme yang akuntabel menyebabkan pihak keluarga 

kerap kali mengalami hilangnya pemasukan.Memperkenalkan kemungkinan alternatif dari 

penahanan dapat mengurangi hilangnya pendapatan bagi keluarga.  

Data yang lebih akurat dari beban biaya dari penahanan pra-persidangan masih tidak tersedia. 

Namun cukup jelas dalam penelitian ini bahwa kelompok masyarakat berpenghasilan rendah adalah 

kelompok yang paling rentan akan penahanan dan dampaknya, sehingga dapat dikatakan bahwa 

persoalaan penahanan berdampak secara tidak seimbang (disproportionally) pada kelompok 

termiskin di masyarakat. Terlebih lagi, sebagaimana akan dijabarkan dalam bagian selanjutnya, 

keberadaan tahanan pra-persidangan yang jumlahnya tidak terkontrol telah menimbulkan beban 

dan biaya pada sistem peradilan pidana, meskipun untuk mengerti nilainya secara akurat dibutuhkan 

penelitian tersendiri yang lingkupnya di luar studi ini.   

6 Konteks Sosial Politik dan Hukum yang Lebih Luas 
Mengikuti bagan ‘rantai peradilan pidana’, bagian ini akan mengkaji beberapa aspek penting dari 

konteks hukum dan sosial politik dari sistem peradilan pidana di Indonesia.   

6.1 Konteks Politik 
Indonesia telah melalui serangkaian perubahan politik dan kelembagaan semenjak tahun 1998 

ketika rezim Orde Baru runtuh. Menjauh dari pemerintahan otoriter menuju sistem yang lebih 

demokratis, ada sejumlah program reformasi politik dan kelembagaan yang telah dan akan 

dilakukan. Perubahan-perubahan ini memiliki dampak pada konfigurasi perimbangan kekuasaan 

antarkelompok kepentingan yang berbeda; yang mungkinkan terbukanya ruang politik, 

berkembangnya mekanisme checks dan balances, pengawasan, dan akuntabilitas. Meskipun 

demikian, terutama pada sektor supremasi hukum dan konsolidasi demokrasi, tidak semua 

perubahan-perubahan tersebut berjalan positif sebagaimana diharapkan (Chaudhuri, 2009; Bünte 

dan Ufen, 2009). 

Warisan sistem dan kultur rezim Orde Baru, serta praktik yang berlangsung di bawah pemerintahan 

yang otoriter dan neo-patrimonial nampaknya bertahan dan berlanjut pada praktik politik, norma 

sosial, serta pada kelembagaan negara pada banyak aspek. Ini memiliki dampak pada bagaimana 

masyarakat menyaksikan dan mengalami proses penegakan hukum dan pelaksanaan sistem keadilan 

pasca reformasi. Supremasi hukum masih dinilai lemah, kultur impunitas pada jabatan publik masih 

cukup tinggi, dan prinsip proses peradilan yang adil dan layak, serta penghargaan atas hak-hak warga 

negara masih belum berkembang signifikan pada banyak aspek sebagaimana diharapkan. Pada saat 

yang sama tidak ada keraguan bahwa reformasi sudah menghasilkan sejumlah perubahan 

kelembagaanyang berkontribusi terhadap pembentukan ulang tata aturan kepemerintahan, 

pengambilan keputusan di tingkat nasional serta perimbangan kekuasaan politik (Harris, 2011; 

Chaudhuri,et.al., 2009). 

Semenjak 1998,perubahaan signifikan dari reformasi meliputi: pertama, diperkenalkannya atau 

normalisasi pemilihan umum yang kompetitif sebagai jalan untuk mengakses kekuasaan politik dan 

peran pengambilan keputusan; kedua, fakta bahwa cabang legislatif telah menjadi aktor politik yang 

berpengaruh pada banyak aspek, terutama pembentukan Undang-Undang; dan ketiga, sejumlah 
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program reformasi menargetkan pembangunan supremasi hukum dan meletakkan mekanisme 

pengawasan dan akuntabilitas, serta sejumlah mekanisme anti korupsi.   

Sementara korupsi dan impunitas masih menjadi masalah nomor satu, pada periode pasca reformasi 

ini pulalah serangkaian tindakan dan program reformasi kelembagaan telah dilakukan untuk 

membangun sistem pengawasan, akuntabilitas, dan pada akhirnya supremasi hukum. Upaya-upaya 

tersebut meliputi:perangkat perundangan dan peraturan yang berfungsi mencegah terjadinya 

korupsi; perangkat dan mekanisme yang meningkatkan kapasitas negara untuk melakukan audit atas 

kekayaan pejabat negara (awalnya oleh KPKPN dan kemudian oleh KPK); sejumlah aturan dan 

mekanisme anti-korupsi yang dibentuk untuk memperbaiki sistem hukum yang ada dalam menindak 

dan menghukum kejahatan korupsi; pembentukan Komisi Yudisial dan KPK; pembentukan 

Ombudsman, Komisi Informasi Publik, dan lembaga lain (Schutte, 2007; Stockmann, 2007).  

Diluar reformasi kelembagaan tersebut di atas, tetap tumbuh kekhawatiran bahwa ada kelompok-

kelompok penting di dalam lembaga penegak hukum tetap mempertahankan beberapa praktik Orde 

Baru, seperti penyalahgunaan kekuasaan, budaya militerisme, dan praktik korupsi. Kepolisian, 

sebagai salah satu contohnya, cenderung tertutup dan menolak pengawasan oleh lembaga publik 

atau kritik yang disampaikan oleh publik. Sebagaimana terlihat pada reaksi Kepolisian untuk 

memeriksa anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang membuat pernyataan pada media 

mengenai masih terjadinya praktik korupsi di dalam Kepolisian (Perdani, 2014) atau pada contoh 

paling akhir adalah konflik antara KPK dan Polri yang menimbulkan reaksi luas pada publik secara 

nasional.19 

 

6.2 Kerangka Hukum, Perubahan Sistem Peradilan Pidana, dan Sistem 

Pemasyarakatan 
Perubahan politik di Indonesia semenjak 1998 telah mendorong terjadinya perubahan pada 

kelembagaan supremasi hukum melalui perubahan pada sektor keadilan dan mekanisme penegakan 

hukum. Sejalan dengan pemberantasan korupsi, supremasi hukum telah menjadi agenda penting 

dalam agenda politik pasca reformasi, meskipun perubahan mekanisme, aturan, dan kelembagaan 

yang sudah dicapai pada implementasinya di lapangan masih dirasakan tidak efektif.   

Perubahan-perubahan penting untuk meningkatkan sistem peradilan pidana meliputi: afirmasi 

pemisahan kekuasan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di tahun 1999; pengukuhan Komnas 

HAMdengan Undang-Undang pada tahun 1999 (mulanya Komnas HAMdibentuk pada tahun 1993 

sebagai badan di bawah Presiden); pembentukan Mahkamah Konstitusi di tahun 2003 yang telah 

memainkan peranan penting di dalam pembenahan hukum tatanegara melalui wewenang judicial 

review; serta pembentukan Komisi Yudisial (2004) dengan mandat awal untuk mengawasi perilaku 

hakim dan seleksi hakim agung.   

Sistem peradilan pidana yang merupakan warisan penjajah Belanda diatur melalui KUHAP (1981). 

Pasal 20 sampai dengan Pasal 30 KUHAP mengatur mengenai dasar dan kondisi bagi penangkapan 

dan penahanan. Sejauh ini perubahan terhadap KUHAP masih bersifat sangat terbatas. Sebuah draft 

RUU revisi KUHAP telah dijadwalkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) semenjak tahun 
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[http://www.thejakartapost.com/news/2015/02/18/kpk-vs-polri-children-light-and-children-darkness.html]. 
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2010 melalui inisiatif pemerintah. Draft ini memperkenalkan proses penahanan yang lebih 

transparan dan membutuhkan penetapan hakim apabila penahanan akan melebih 24 jam (sangat 

kontras apabila dibandingkan dengan periode penahanan sejumlah 110 hari sebelum pesakitan 

berhadapan dengan hakim). Naskah perubahan ini dengan cepat menjadi area pertempuran 

antarpenegak hukum; terutama karena ini berpotensi mengubah keseimbangan kekuasaan diantara 

kepentingan yang berbeda di sistem peradilan pidana.   

Naskah revisi KUHAP ini disusun dalam konteks perubahan politik dan hukum di Indonesia pasca 

reformasi yang mencerminkan kebutuhan akan perubahan pada sistem peradilan pidana. Menurut 

perundang-undangan yang saat ini berlaku, ada beberapa prinsip yang harus dipatuhi oleh penegak 

hukum; namun dalam penerapannya masih sangat problematis. Hal ini diperburuk dengan kondisi 

overcrowding (tingginya kepadatan penghuni Lapas/Rutan melebih kapasitas) dan penahanan yang 

berkepanjangan. Misalnya, menurut hukum semua tahanan pra-persidangan berhak atas prinsip 

praduga tak bersalah. Namun pada praktiknya, begitu seseorang memasuki sistem peradilan pidana, 

mulai dari tahap penyidikan, penahanan, hingga persidangan, prinsip tersebut tidak dipenuhi.   

Sementara itu, sejumlah perubahan yang telah terjadi sejak 1998 telah mengubah bagaimana sistem 

peradilan pidana bekerja:   

 Perubahan Ketiga UUD 1945, Pasal 28Imengatur hak konstitusi atas prinsip ‘praduga tak 
bersalah’. Hak ini juga ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia yang menjamin setiap orang memiliki hak atas ‘praduga tak 
bersalah’ di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia (sebagaimana juga sudah diatur 
dalamKUHAP). 

 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memberikan hak untuk 
mendapatkan bantuan hukum kepada semua warga negara baik pada kasus pidana, 
perdata, dan tata usaha negara.   

 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah memberikan 
jaminan kepada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH/Juvenile) hak untuk 
mendapatkan bantuan hukum. Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa tahanan anak hanya dapat 
ditahan di dalam fasilitas penahanan sementara yang dikhususkan bagi anak dan kondisi 
penahanan harus memperhatikan secara baik kondisi fisik, psikologis, dan perkembangan 
anak (yang merupakan bagian dari kepentingan publik). 

 Peraturan Kapolri Nomor 14/2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana 
mengatur kondisi dan cara penanganan tahanan (dewasa, perempuan, dan anak) agar 
tidak melanggar prinsip-prinsip proses peradilan yang layak.   

 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengenal tiga jenis penghukuman, 
yaitu denda, pemenjaraan, dan hukuman mati. Mahkamah Agung telah mengeluarkan 
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2/2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana 
Ringan yang menaikkan batas minimum kejahatan yang dapat ditahan dari Rp 250,- 
menjadi Rp2.500.000,-. Ini menyebabkan kasus-kasus pencurian dengan nilai dibawah Rp 
2.500.000,- dikategorikan sebagai pencurian ringan, bukan pencurian biasa, dan 
karenanya tidak dapat ditahan. Namun sangat disayangkan Kepolisian dan Kejaksaan 
menyatakan bahwa mereka tidak terikat dengan Peraturan Mahkamah Agung tersebut.  
Hukuman yang tidak berbentuk pemenjaraan telah dimulai semenjak tahun 2010 ketika 
tindakan rehabilitasi Narkoba diperkenalkan sebagai pilihan hukuman di dalam UU 
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35/2009. Meskipun demikian, penuntut umum dan hakim cenderung tidak menggunakan 
normatersebut.   

Tindakan yang diarahkan untuk mengurangi kelebihan kapasitas dan fenomenan penahanan 

melebihi periode legal (overstaying) mencakup hal-hal sebagai berikut (Sudaryono, 2013a): 

 Untuk mengurangi tekanan kepadatan penghuni, Ditjen PAS pada tahun 2008 mulai 
mempermudah persyaratan bagi narapidana untuk mendapatkan Pembebasan Bersyarat 
(PB). Ini berdampak pada dibebaskannya sejumlah besar penghuni Lapas/Rutan. Namun 
upaya ini menuai banyak kritikan karena dua pertimbangan. Pertama, tiadanya program 
rehabillitasi menyebabkan resiko tahanan untuk mengulangi kejahatan tidak akan 
berkurang, bahkan mungkin bertambah besar mengingat tidak dilakukan pemisahan 
penghuni akibat keterbatasan ruangan. Kedua, adanya persepsi luas di publik, bahwa 
prosedur ini justru disalahgunakan dan dimanfaatkan oleh tahanan teroris, koruptor, dan 
bandar Narkoba.   

 Pembangunan Lapas/Rutan baru. Upaya lain yang dilakukan pemerintah untuk 
mengurangi kepadatan adalah dengan membangun 32 Lapas/Rutan baru antara tahun 
2009 sampai dengan 2011 (DGC Annual Report, 2011). Namun total jumlah penghuni 
tetap melonjak dari 119.000 menjadi 161.000 pada saat 32 penjara tersebut siap secara 
operasional di tahun 2013  (Correction Database Sistem, SDP v2, 2013). 

 Pada tahun 2010, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung 
Nomor 2/2010yang memerintahkan panitera pengadilan untuk sesegera mungkin 
mengirimkan petikan putusan hakim kepada jaksa dan Lapas/Rutan sesuai perintah 
KUHAP. Akan tetapi dengan lemahnya pengawasan dan mekanisme sanksi, implementasi 
di lapangan masih jauh dari efektif (Sudaryono, 2013a). Hal ini dipersulit dengan fakta 
bahwa surat edaran tersebut tidak mengikat lembaga penegak hukum lain dan hanya 
berlaku bagi para hakim dan jajarannya.   

 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengeluarkan Peraturan Menteri yang 
mewajibkan setiap kepala Lapas/Rutan untuk melepaskan tahanan yang sudah ditahan 
melebih periode legal penahanan dan untuk menolak menerima tahanan yang dikirim 
oleh penegak hukum tanpa kelengkapan dokumen sesuai aturan (Sudaryono, 
2013b).Penelitian lapangan kami menemukan bahwa hal ini tidak selalu 
diimplementasikan sesuai isi peraturan, terutama pada kasus-kasus banding dimana 
tahanan dihukum oleh pengadilan dengan masa hukuman yang lebih panjang ketimbang 
masa tahanan yang sudah dijalani.   

 Telah ada sejumlah perubahan yang bersifat organisasional dan prosedural di dalam 
Ditjen PAS. Ini mencakup pengembangan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) yang 
sudah terintalasi di seluruh Lapas/Rutan di Indonesia yang akan memungkinkan tahanan 
untuk mengetahui perjalanan kasus mereka dalam sistem peradilan pidana, kapan masa 
tahanan habis dan oleh lembaga penegak hukum yang mana. Sistem ini sudah digulirkan 
semenjak tahun 2011 dan telah mengubah kapasitas administratif Ditjen PAS dalam 
menjalankan tugasnya. Terlebih lagi sistem ini memberikan sistem informasi yang 
tersentralisasi dan dapat secara mudah diakses secara nasional di setiap tingkatan 
pengguna mulai dari UPT hingga ke tingkat Menteri. Tahanan juga merupakan kategori 
pengguna di dalam SDP dan dapat mengakses informasi kasus mereka. Sesuatu yang 
sebelumnya tidak pernah terjadi: tahanan tidak memiliki akses terhadap informasi kasus 
serta kemampuan untuk mengetahui status kasus mereka di dalam sistem peradilan 
pidana.   
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 RUU untuk merevisi KUHAP adalah upaya penting untuk memperbaiki sistem peradilan 
pidana; secara khusus untuk memastikan penerapan prinsip proses peradilan yang layak, 
dan secara khusus kondisi penahanan di dalam lembaga pemasyarakatan. Dalam konteks 
pengurangan kepadatan penghuni Lapas/Rutan, revisi KUHAP memberikan peluang untuk 
memperkenalkan alternatif penahanan. Dalam konteks penahanan pra-persidangan, RUU 
akan membatasi kewenangan penahanan oleh polisi. Dalam naskah awal, Kepolisian 
hanya memiliki kewenangan 24 jam untuk menahan seseorang untuk kemudian 
perpanjangan penahanan perlu mendapatkan penetapan oleh pengadilan negeri. Dalam 
proses lobi, Kepolisian meminta kewenangan penahanannya diperpanjang menjadi 5 x 24 
jam. 

Upaya lain dalam mengatasi persoalan penahanan pra-persidangan meliputi reformasi kantor 

Kejaksaan Agung dengan tujuan untuk memastikan efektifitas pengawasan internal dan mekanisme 

monitoring atas aspek prosedural dari penahanan. Menurut Ombudsman Republik Indonesia, 

sebagian besar kasus overstaying (tahanan ditahan melebih waktu resmi penahanan yang 

dinyatakan dalam dokumen penahanan) yang dilaporkan pada tahun 2012 disebabkan 

keterlambatan pengiriman surat perpanjangan penahanan oleh pihak Kejaksaan.   

Telah ada pula upaya untuk memperkuat pengawasan atas performa kinerja Kepolisian melalui 

sejumlah mekanisme. Pertama adalah pembentukan Komisi Kepolisian Nasional di tahun 2006 

(Perdani, 2013). Salah satu mandat utamanya adalah memberikan masukan kepada Presiden atas 

kebijakan perpolisian nasional serta implementasinya. Setiap tahunnya Kompolnas menerima sekitar 

1.000 pengaduan dari masyarakat terkait kinerja kepolisian terutama mengenai bagian reserse dan 

kriminal (72%).20Meskipun memiliki pengaruh di dalam Kepolisian, namun Kompolnas memiliki 

kewenangan yang terbatas, dalam bentuk menyediakan rekomendasi kepada Presiden dan Kapolri.  

Mekanisme yang kedua adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang memiliki 

otoritas untuk melakukan penyelidikan atas pelanggaran HAM. Ada sejumlah kasus perlakuan tidak 

manusiawi yang dialami oleh tahanan selama dalam tahanan polisi yang diterima oleh Komnas HAM. 

Namun sangat disayangkan, friksi internal di dalam tubuh Komnas HAM telah memunculkan image 

yang buruk di hadapan publik dan insititusi negara lainnya (Mahbub, 2013). 

Mekanisme pengawasan yang ketiga adalah Ombudsman Republik Indonesia,yang baru saja 

diperkuat wewenangnnya untuk dapat menangani kasus mal-administrasi oleh pejabat publik. 

Ombudsman memiki kewenangan yang lebih besar dari Kompolnas, namun disayangkan 

kompentensi areanya dalam sistem peradilan pidana terbatas hanya pada aspek administrasi dari 

penahanan (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008). Ombudsman pada tahun 2012 menerima 

sekitar 300 kasus yang dilaporkan oleh tahanan maupun keluarga/kuasa hukum yang sebagai besar 

merupakan laporan mal-administrasi dimana Kejaksaan terlambat dalam mengirimkan surat 

perpanjangan penahanan. 

Melihat upaya yang telah dilakukan di atas, dapat dikatakan sejumlah inisiatif telah diambil untuk 

mengatasi secara spesifik persoalan overstaying(tahanan ditahan melebih waktu resmi penahanan 

yang dinyatakan dalam dokumen penahanan) dan overcrowding (tingginya kepadatan penghuni 

Lapas/Rutan melebih kapasitas), ada pula inisiatif lain yang ingin memastikan penerapan proses 

hukum yang layak bagi tahanan. Sementara sebagian lainnya berkontribusi untuk membangun 

mekanisme pengawasan dan akuntabilitas atas tindakan aparat penegak hukum.   
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Meskipun demikian terdapat pula prioritas atau kepentingan yang saling bertabrakan. Contohnya 

perubahan peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah 

Agung(PERMA) Nomor 2/2012 yang menaikkan batas minimal tindak pidana ringan dari Rp 250,- 

menjadi Rp 2.500.000,-. Tujuan utama dari PERMA ini adalah untuk mengurangi jumlah tahanan 

yang dirasakan berlebih. Namun pada saat yang sama, kebijakan “keras terhadap kejahatan” 

diterapkan oleh pemerintah dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Kepolisian 

atas nama keamanan dan ketertiban masyarakat. (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 

dan Undang-Undang lainnya). 

Semua upaya diatas merupakan perubahan mekanisme dan norma yang berpotensi untuk 

mengubah (atau pada beberapa kasus sudah mengubah—lihat Bagian 5) struktur insentif di dalam 

sistem peradilan pidana. Sementara itu, upaya yang lain bertujuan meningkatkan dipenuhinya 

prinsip “proses hukum yang layak” dan untuk memperlemah faktor pendorong dari penahanan pra-

persidangan.   

Pendekatan yang terintegrasi dan terpadu dalam membangun supremasi hukum atau mereformasi 

sistem peradilan pidana masih menjadi persoalan yang sangat besar. Pendekatan reformasi masih 

sangat bersifat dan bahkan mendorong menguatnya ketersekatan di dalam sistem peradilan pidana. 

Ini diperparah dengan kondisi dimana lembaga penegak hukum seperti berkompetisi untuk 

mendapatkan wewenang dan anggaran yang lebih besar. Kepentingan dari aktor yang berbeda yang 

mendapatkan manfaat dari lemahnya pengawasan dan akuntabilitas dalam SPP merupakan sumber 

perlawanan terhadap upaya memperbaiki transparansi dan penerapan prinsip “proses hukum yang 

layak” dalam SPP.  

Beberapa perubahan yang baru saja dilakukan membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk 

mengerti dampak dan manfaat yang dicapai. Sementara itu, kemajuan perubahan lainnya cukup 

lambat, supremasi hukum masih lemah, dan warisan dari sistem dan budaya otoriter masih bertahan 

dalam sistem politik dan kelembagaan di Indonesia saat kini. Semua kondisi tersebut terefleksikan, 

misalnya, pada sikap terhadap pencegahan kejahatan dan standar perlakuan terhadap tahanan.   

Poin terakhir adalah, pendekatan yang diambil oleh aktor internasional dalam mendukung 

supremasi hukum juga memperparah kondisi fragmentasi pada pembaharuan sistem peradilan 

pidana. Contohnya, donor internasional cenderung untuk mengelompokkan dukungan pada 

kejaksaaan dan peradilan di bawah program “supremasi hukum” atau ‘rule of law’. Sementara 

dukungan pada cabang penegakan hukum yang lain, Kepolisian, masuk dalam kategori “reformasi 

sektor keamanan” atau ‘security sector reform’. Lebih terfragmentasi lagi karena cabang yang lain, 

Pemasyarakatan, bisa dikatakan sama sekali tidak mendapat dukungan di dalam delapan tahun 

pertama reformasi. Persoalan yang lebih mendasar lainnya adalah, donor kerap kali memetakan 

program reformasi dengan mengikuti bagaimana sistem keadilan bekerja di negara mereka masing-

masing; tanpa pertimbangan yang memadai tentang tradisi dan praktik hukum di negara yang 

mereka dukung.  

6.3 Norma Sosial yang Lebih Luas 

DI dalam masyarakat manapun, norma sosial, keyakinan dan sikap merupakan faktor penting yang 

membentuk standar perlakuan terhadap penghuni penjara. Sikap penegakan hukum yang keras oleh 

Kepolisian selain berakar pada tradisi militeristik juga merupakan cerminan—sekaligus 
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memperkuat—norma sosial yang lebih luas, keyakinan, dan sikap publik terhadap kejahatan, 

penghukuman, dan hukum, serta ketertiban. Sikap publik terhadap penghuni penjara mencerminkan 

beberapa faktor:   

Pertama, pendekatan “keras terhadap kejahatan” di Indonesia diperparah dengan persepsi publik 

bahwa terjadi kemerosotan pada tingkat keamanan masyarakat, serta kampanye anti Narkoba dan 

anti korupsi. Sentimen ini menjadi bahan bakar bagi para politisi untuk mengambil pendekatan garis-

keras terhadap penghuni penjara, termasuk bagaimana lembaga penegak hukum menjadi lebih 

keras terhadap semua tersangka kejahatan. Petugas di lembaga penegak hukum dan peradilan 

pidana yang diwawancarai menyatakan ada resiko sosial apabila nampak ‘tidak keras’ terhadap 

pelaku kejahatan. Tingginya tingkat penahanan dan penghukuman menurut mereka nampaknya 

lebih mendapatkan penghargaan baik secara institusional maupun sosial. Hal ini menjadi insentif 

bagi penegak hukum untuk lebih banyak memenjarakan orang.   

Kedua, yang berhubungan dengan ini, adalah tingkat kepercayaan publik yang rendah terhadap 

Kepolisian dan Kejaksaan apabila mereka tidak nampak secara aktif menahan ‘penjahat’ (tersangka 

kejahatan secara sosial sudah mendapat atribusi sebagai pelaku kejahatan meskipun belum 

diputuskan). Kegagalan untuk menahan dilihat sebagai ketidakberdayaan sistem penegakan hukum, 

hal ini yang menciptakan insentif untuk menahan dalam rangkamemenuhi kepercayaan masyarakat.   

Ketiga, prinsip ‘praduga tak bersalah’ tidak hanya lemah di dalam sistem peradilan pidana; ini juga 

tercerminkan luas pada sikap sosial masyarakat. Begitu seseorang dewasa atau anak-anak diproses 

di dalam sistem peradilan pidana melalui penahanan, maka ada stigma tingkat tinggi yang sangat 

berpengaruh buruk terhadap peluang menerima bahwa tersangka bisa saja tidak bersalah serta 

upaya reintegrasi sosial mereka nantinya di dalam masyarakat. Penahanan pada praktiknya sudah 

dianggap sebagai bagian dari penghukuman, bahkan pada tahapan awal pra-persidangan. Stigma 

bagi para anak dirasakan sangat merusak pilihan mereka untuk terrehabilitasi di masyarakat. 

Persoalan ini diperburuk dengan kelemahan proses klasifikasi dan pemisahan antara tahanan pra-

persidangan dan narapidana yang sudah dihukum bersalah di dalam praktik pemenjaraan.   

Keempat, adanya argumen yang menggunakan ‘penahanan’ sebagai salah satu bentuk 

‘perlindungan’ dimana ada resiko masyarakat akan melakukan pembalasan, atau tindakan balas-

dendam (vigilante). Ini merupakan kondisi yang kerap dihadapi terutama di daerah pedesaan 

dimana ikatan komunitas jauh lebih kuat ketimbang perkotaan. Karenanya kerapkali bukan substansi 

dari kasusnya yang memperkuat praktik penahanan pra-persidangan, namun justru “praduga 

bersalah” yang tercermin di norma masyarakat yang luas.   

Fokus yang luar biasa pada kejahatan korupsi tingkat tinggi serta penahanan pejabat publik dan 

selebritis pada dekade terakhir ini telah menyebabkan tingkat perhatian media massa pada kondisi 

penjara yang tidak pernah terjadi sebelumnya (Mann, 2013). Secara lebih khusus, meningkatnya 

perhatian publik pada perlakuan istimewa yang diterima oleh tahanan-tahanan kaya yang sanggup 

membayar lebih untuk meningkatkan kualitas penahanan telah membangkitkan kemarahan publik 

yang luar biasa atas praktikpungutan liar dan suap di dalam sistem peradilan pidana. Perhatian 

media seperti itu membantu membuat realitas kehidupan di balik penjara—termasuk kehidupan 

yang serba sulit akibat meledaknya tingkat kepadatan penghuni—jadi lebih terlihat di hadapan 

publik.   



24 
 

Korupsi tentunya ditolak keras di dalam masyarakat Indonesia, namun pada saat yang bersamaan, 

ada persepsi yang luas bahwa penyuapan dan korupsi masih terjadi di hampir setiap tingkatan di 

kantor publik (Schutte, 2007). Lebih jauh lagi, studi ini menemukan bahwa di dalam sistem peradilan 

pidana ada persepsi bahwa penyuapan memang dapat membawa hasil yang diinginkan. Persepsi ini 

terefleksi pada sistem pembayaran dengan berbagai bentuk yang berbeda yang terjadi pada tahanan 

dalam kehidupan sehari-hari. Keyakinan seperti ini membentuk struktur insentif dan relasi 

kekuasaan yang menjadi karakter penahanan semenjak saat penangkapan. Para tahanan yang 

diwawancarai percaya, contohnya, bahwa melakukan pembayaran kepada oknum tertentu dapat 

memberikan hasil secara hukum yang lebih baik ketimbang menggunakan penasehat hukum.  

Karena ada persepsi yang dimunculkan di dalam penahanan bahwa keberadaan pengacara justru 

mengganggu pekerjaan petugas dan bisa berdampak pada hukuman yang lebih berat. Sebuah review 

atas 36 kasus Narkoba yang bisa diperbandingkan menunjukkan kehadiran penasehat hukum tidak 

secara konklusif menunjukkan adanya perbedaan besarnya hukuman yang diberikan (Annex 1). 

Dibutuhkan tentunya riset yang lebih mendalam mengenai hal ini.   

Sementara itu, semenjak berakhirnya rezim Orde Baru, jaringan masyarakat sipil dan bantuan hukum 

telah tumbuh di pelosok negeri. Perkembangan ini memiliki beberapa manfaat. Pertama adalah 

memberikan visibilitas atau pemahaman terhadap publik bagaimana kerasnya realitas kehidupan 

penjara dan sistem peradilan pidana. Hal ini menumbuhkan kesadaran publik tentang kelemahan 

dari sistem pemasyarakatan dan problema yang berhubungan dengan overcrowding (tingginya 

kepadatan penghuni Lapas/Rutan melebih kapasitas), overstaying(tahanan ditahan melebih waktu 

resmi penahanan yang dinyatakan dalam dokumen penahanan) dan tidak dipenuhinya prinsip 

“proses hukum yang layak”. Kedua, para aktor ini sedang berusaha agar dilakukan reformasi pada 

sistem pemasyarakatan dan sistem peradilan pidana. Bukan saja demi kepentingan mereka, namun 

juga karena kegagalan melakukan itu akan sangat merugikan bagi prestasi lembaga pada khususnya, 

dan masyarakat Indonesia secara lebih luas.    

6.4 Ringkasan: Implikasi pada Konteks Hukum, Politik, dan Sosial yang Lebih Luas 

 

Dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 

 Perubahan politik dan institusional di Indonesia semenjak tahun 1998 telah membuka banyak 

ruang politik bagi proses reformasi. Perubahan-perubahan tersebut menjadi pondasi bagi 

pemerintahan yang akuntabel dan patuh pada aturan serta terbangunnya pemahaman yang 

lebih baik antara hubungan negara dan masyarakat yang seharusnya. Capaian yang tidak kalah 

penting adalah perbaikan institusional pada penyelenggaraan peradilan pidana, dimana secara 

kelembagaan penegak hukum menjadi lebih kuat dan otonom dari intervensi politik. 

 Namun pada saat yang sama, proses reformasi juga terfragmentasi yang berakibat pada 

tumbuhnya sistem peradilan pidana dimana masing-masing lembaga hukum bekerja untuk 

memenuhi amanat Undang-Undang lembaganya masing-masing, berkompetisi untuk 

mendapatkan sumber daya yang lebih, dan tidak memiliki kepentingan serta insentif untuk 

bekerja bersama sebagai bagian dari satu sistem. Juga tumbuh resistensi terhadap upaya untuk 

membangun mekanisme akuntabilitas dan pengawasan eksternal. 

 Ada tantangan politis dan institusional yang merupakan warisan dari pemerintahan otoriter yang 

cenderung menolak penerapan supremasi hukum, prinsip “proses hukum yang layak” dan 
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akuntabilitas karena mengganggu struktur kepentingan yang sudah tertanam pada berbagai 

tingkatan yang berbeda. Perlawanan ini termanifestasi dalam perlawanan politik terhadap upaya 

reformasi (misalnya revisi KUHAP) atau dalam bentuk perlawanan pasif oknum penegak hukum 

untuk tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang baru. 

 Norma sosial-kultural, sistem keyakinan, dan sikap terhadap penghuni penjara secara umum 

tidak terlalu mendukung penghargaan terhadap HAM dan proses peradilan yang layak. Secara 

khusus penghuni penjara masih tidak dilihat sebagai warga negara yang memiliki hak konstitusi 

yang sama dan kemudian berkembang sikap penghukuman (punitive) oleh masyarakat terhadap 

penghuni penjara. 

 Ada banyak pula pendukung perubahan di antara praktisi hukum, lembaga penegak hukum, dan 

sejumlah kalangan politisi. Kerjasama dan koalisi di antara pendukung perubahan ini menjadi 

sangat penting dan dapat membantu mengartikulasikan dan merekomendasikan rekomendasi 

perubahan.   

7 Kepentingan, Insentif, dan Struktur Kekuasaan di dalam Sistem Peradilan 

Pidana 
 

Seperti dibahas di atas, sistem peradilan pidana diatur di dalam KUHAP yang mengatur dasar hukum 

bagi penahanan, perbedaan tipe penahanan, dan kompetensi para penegak hukum dalam tahap 

penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Perintah penahanan hanya bisa dikeluarkan apabila ada 

“dua alat bukti yang cukup” bahwa sebuah tindak pidana telah dilakukan, meskipun penjelasan 

mengenai ini terbatas. Untuk menyesuaikan dengan standar internasional, KUHAP mensyaratkan 

bahwa penahanan dapat dilakukan apabila ada resiko tersangka akan melarikan diri, akan merusak 

alat bukti atau akan mengulangi kejahatan.   

Penahanan di Indonesia, diatur di dalam Pasal 20-31 KUHAP memberikan kewenangan penahanan 

kepada beberapa lembaga penegak hukum. Ada tiga tahapan dari penahanan, yaitu: penahanan 

sebagai bagian dari penyidikan (oleh polisi); penahanan sebagai bagian dari penuntutan; dan 

penahanan sebagai bagian dari proses persidangan (mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi 

dan Mahkamah Agung). 

Penahanan pra-persidangan di Indonesia meliputi tahap ketika penangkapan dilakukan hingga saat 

proses persidangan pertama kali dimulai, atau istilah teknisnya adalah pre-ajudikasi. Untuk 

keperluan studi ini, kami hanya akan berfokus pada tahapan penyidikan dan penuntutan saja dan 

tidak memasuki tahapan persidangan. Meskipun demikian, penelitian lapangan ini melihat 

pentingnya untuk mengerti kondisi yang dialami oleh tahanan selama menunggu proses dan putusan 

pengadilan. Selama periode penahanan pra-persidangan ada tiga tahapan yang terjadi:  

1. Pada tahapan penyidikan, perintah penahanan dapat dikeluarkan dengan periode waktu 

sampai 20 hari dan dapat diperpanjang dengan tambahan 40 hari. Apabila waktu ini dilewati 

dan penyidikan masih belum selesai maka tahanan harus dilepaskan.  

2. Pada akhir proses penyidikan, berkas akan diserahkan kepada jaksa yang akan mengambil 

alih kasus. Pada tahapan ini Jaksa dapat menahan seseorang dengan kepentingan 
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penuntutan selama-lamanya 50 hari.Apabila digabungkan, dari tahapan penyidikan sampai 

penuntutan, seorang dapat ditahan sampai maksimal 110 hari (ICJR, 2012). 

3. Begitu sebuah kasus diserahkan kepada Pengadilan Negeri, hakim dapat memperpanjang 

penahanan selama masa persidangan sampai 90 hari. Sampai titik ini, seseorang dapat 

ditahan sampai selama 200 hari atau hampir 7 bulan.   

Setelah mendapatkan vonis, baik terdakwa maupun penuntut umum dapat melakukan upaya 

banding ke pengadilan tinggi ataupun Mahkamah Agung. Karenanya sangat dimungkinkan bagi 

terdakwa untuk mendapat tambahan penahanan sampai sejumlah 200 hari. Apabila ditotal mulai 

dari awal hingga akhir proses peradilan pidana, sesorang dapat menjalani penahanan selama 400 

hari atau 1 tahun 35 hari. 

Aktor kunci dalam proses penahanan ini adalah: tahanan beserta keluarga, pengacara baik 

pengacara swasta/pro-bono, maupun bantuan hukum yang di-support oleh negara; Kepolisian 

sebagai pihak penyidik dan penahan; Kejaksaan (penuntut umum dan pegawai administratif); hakim 

dan panitera; dan pihak Pemasyarakatan termasuk petugas Lapas/Rutan. 

Proses Pengelolaan Penahanan   

Perlakuan petugas Pemasyarakatan sangat menentukan bagaimana tahanan mengalami penahanan. 

Lapas/Rutan dikelola oleh Ditjen PAS yang merupakan bagian dari Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia. Di dalam sistem penegakan hukum, dibandingkan Kepolisian, kejaksaan dan 

kehakiman, Ditjen PAS merupakan institusi yang kurang mendapatkan dukungan, pengembangan 

kapasitas dan sumber daya. Salah satu tantangan terbesar adalah Ditjen PAS tidak memiliki 

wewenang administratif atas Lapas/Rutan. Wewenang ini meliputi kekuasaan untuk menyusun 

perencanaan dan pengangggaran, otoritas atas manajemen sumber daya manusia, dan 

pengalokasian sumber daya. Kewenangan Ditjen PAS terbatas pada mengembangkan panduan atau 

kebijakan teknis yang tidak memiliki mekanisme sanksi yang mengikat.21 Ini menyebabkan lapas 

rutan tidak berada dalam kontrol dan supervisi yang kuat pada penerapan kebijakan karena supervisi 

dilakukan oleh pihak Inspektorat Jenderal yang berada di bawah cabang yang berbeda di dalam 

Kementerian.  

Semenjak Ditjen PAS mengembangkan dan berhasil mereplikasi SDP ke seluruh Lapas dan Rutanpada 

tahun 2011, Ditjen PAS memiliki informasi yang lebih akurat dan terkini mengenai kondisi dari UPT 

Pemasyarakatan. Sistem ini memungkinkan Ditjen PAS mengawasi pelaksanaan dan penyerapan 

anggaran serta pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dari masing-masing UPT. Sejak tahun 

anggaran 2014, Ditjen PAS telah diberi kewenangan untuk ikut menyusun rencana anggaran unit 

kerja Pemasyarakatan yang dikirimkan oleh UPT kepada Sekretariat Jenderal Kementerian dengan 

harapan dapat membantu Ditjen PAS untuk bisa mengimplementasikan kebijakannya secara lebih 

efektif.   

7.1 Tahap Penahanan dan Penyidikan oleh Polisi 

Mengamati secara lebih mendalam tahapan penyidikan dan penahanan oleh polisi akan membantu 

kita melakukan analisis yang lebih detil mengenai faktor pendorong overstaying(tahanan ditahan 

                                                           
21

 Lihat Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun  2010 tentang Organisasi dan Tata Laksana 
Kementerian Hukum dan JAM, serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM  Nomor 19 Tahun 2013 tentang perubahan 
Peraturan Menteri No. M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010. 
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melebih waktu resmi penahanan yang dinyatakan dalam dokumen penahanan) dan penggunaan 

kewenangan penahanan yang berlebihan. Aktor-aktor kunci yang perlu diperhitungkan disini adalah 

polisi, jaksa, penasehat hukum (meskipun sebagian besar tahanan tidak didampingi), dan tahanan 

beserta keluarga mereka.   

7.1.1 Faktor Pendorong Penahanan Pra-persidangan dan Overstaying 

Undang-undang (KUHAP dalamPenjelasan Umum dan Pasal 3(c)) menjamin prinsip praduga tak 

bersalah dan pelaksanaan proses hukum yang layak. Tahanan memiliki hak untuk mendapatkan 

pendampingan hukum sementara penyiksaan sudah dilarang di dalam hukum. Pada praktiknya, 

penelitian lapangan menemukan banyak indikasi bahwa begitu penangkapan dilakukan sistem 

peradilan pidana akan memperlakukan tahanan sebagai pihak yang bersalah. Terlebih lagi selama 

dalam proses penyidikan pihak Kepolisian kerap menggunakan metode kekerasan terhadap tahanan 

untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka yang dibutuhkan sebagai alat bukti untuk dimulainya 

penyidikan.  

DI bawah ini kita akan menguji sejumlah faktor pendorong penahanan pra-persidangan yang 

berlebihan di dalam sistem peradilan pidana.  

 

 

Aspek Hukum   

Peraturan hukum yang ada menjadi salah satu penyebab persoalan. Menurut KUHAP, polisi memiliki 

kewenangan penuh untuk menahan seseorang hingga 60 hari. Ada kriteria yang menjadi prasyarat 

penahanan, namun tidak ada mekanisme yang dapat memeriksa dan menguji apakah kriteria 

tersebut telah dipenuhi agar penahanan bisa dilaksanankan. KUHAP juga memungkinkan dilakukan 

tindakan alternatif dari penahanan yakni tahanan rumah, tahanan kota, dan penangguhan 

penahanan. Namun KUHAP tidak mengatur mekanisme yang akuntabel tentang cara bagaimana 

alternatif penahanan dilakukan, sehingga menjadi diskresi sepenuhnya dari pihak Kepolisian. Dalam 

praktik di lapangan, sebagaimana disampaikan oleh penasehat hukum yang mendampingi tahanan, 

upaya mendapatkan alternatif penahanan membutuhkan negosiasi yang membutuhkan jaminan 

orang/keluarga maupun pembayaran sejumlah uang.   

Kebijakan ‘keras terhadap kejahatan’ juga telah meningkatkan jumlah tindak pindana baru dengan 

ancaman hukuman lebih dari lima tahun penjara. Kenaikan ini tentunya menambah jenis tindak 

pidana yang terhadap tersangka pelaku, sehingga polisi dan jaksa dapat melakukan penahanan. 

Diluar KUHP, sampai tahun 2014, ada sekitar 443 jenis kejahatan baru dengan ancaman maksimum 

hukuman lebih dari lima tahun.22Menurut KUHAP, tersangka tersebut dapat ditahan.  

Yang cukup mengkhawatirkan, draft rancangan perubahan KUHAP tidak mengenal adanya alternatif 

baru terhadap penahanan. Meskipun begitu rancangan KUHAP memperkuat peran pengawasan 

                                                           
22

 Briefing Paper, “the Note for Memorial Day against torture International 2014: 16 Years After the Ratification of the 
Convention Against Torture in Indonesia”, Working Group on the Advocacy against Torture 2014, hal. 19. Bandingkan 
dengan hasil penelitian ICJR, 2011.    
 



28 
 

pengadilan atas pelaksanaan kewenangan penyidik dalam melakukan penahanan, dimana kasus 

tindak pidana sudah harus disampaikan ke hadapan pengadilan dalam waktu 24 jam setelah 

penahanan dimulai.   

Poin penting yang disampaikan oleh pihak Kepolisian yang di-interview dalam penelitian lapangan 

adalah mengenai Peraturan Kapolri Tahun 2011 yang mengatur mengenai manajemen tindak pidana 

dan secara lebih khusus memastikan dasar diskresi Kepolisian dalam menahan tersangka. Salah satu 

persyaratan adalah bukti pendahuluan yang diuji dan disetujui oleh pihak pimpinan dalam gelar 

perkara. Namun prosedur ini dinilai tidak efisien dan kemudian diubah pada tahun 2013.  

Faktor Anggaran, Administratif, dan Keorganisasian   

Dalam studi ini juga ditemukan bahwa insentif anggaran adalah salah satu faktor pendorong dari 

tingginya jumlah penahanan di tingkat kepolisian. Nilai anggaran bagi suatu satuan wilayah 

ditentukan salah satunya oleh jumlah kasus yang ditangani dan diselesaikan. Kondisi ini memiliki 

efek langsung pada kecenderungan membuat target penangkapan pada tingkatan personil petugas. 

Dimana penilaian kinerja dan prospek karir petugas yang bersangkutan ditentukan dari prestasi 

pencapaian target tersebut. Anggaran kepolisian juga ditentukan oleh jenis dan tingkat keseriusan 

kasus yang ditangani, dimana satuan wilayah dapat menangani kejahatan yang lebih serius akan 

berpeluang mendapat anggaran yang lebih besar pada tahun anggaran berikutnya. Hal ini 

mengakibatkan adanya insentif untuk meningkatkan tingkat keseriusan kasus (misalnya dari kasus 

pengguna jadi kasus kepemilikan Narkoba dimana hukumannya jauh lebih tinggi).Anggaran disusun 

berdasarkan perkiraan kasus yang ditangani, serta hari penahanan, sehingga ketidakmampuan 

mencapai target anggaran dapat berakibat pada pengurangan alokasi anggaran untuk penanganan 

kasus pada tahun berikutnya.   

Meskipun skema penganggaran ini dapat menjelaskan mengapa angka penahanan begitu tinggi, ada 

beberapa faktor lain yang dapat menjelaskan berkepanjangannya penahanan di Kepolisian. Disini 

ada dua insentif keuangan yang relevan: pertama, anggaran yang dialokasikan untuk biaya makan 

tahanan adalah sebesar Rp 35.000,- per tahanan per hari (bandingkan dengan anggaran di 

Rutan/Lapas sebesar Rp. 6.500,-. Faktor kedua adalah kinerja kepolisian diukur salah satunya dengan 

jumlah kasus yang ditangani. Ini berpotensi mendorong semakin tingginya angka penahanan, serta 

periode penahanan. 

Diluar faktor diatas, persoalan lemahnya koordinasi antara Kepolisian dan Kejaksaan tercermin pada 

pola penanganan kasus di tahap penyidikan dan penuntutan. Masing-masing pihak menyalahkan 

pihak lain sebagai penyebab berkepanjangannya penahanan. Polisi, sebagai contohnya, menilai 

Kejaksaan kerap sekedar mengembalikan kasus kepada Kepolisian hanya karena tidak ada jaksa yang 

tersedia untuk menangani kasus tersebut. Di sisi lain, Kejaksaan kerap mengeluhkan rendahkan 

kualitas penyidikan yang menyebabkan sulitnya kasus dikembangkan ke tahap penuntutan. Kedua 

kondisi tersebut menyebabkan tahanan harus ditahan mendekati batas maksimum penahanan.   

Aturan Informal dan Norma Sosial dari Proses Penyidikan   

Dalam praktiknya kepolisian memiliki kewenangan diskresi yang sangat besar dalam pelaksanaan 

penyidikan. Tersangka umumnya ditahan hingga waktu maksimal 60 hari yang diizinkan oleh 

Undang-Undang, yang jauh di atas standar internasional. Interview dengan tahanan mengungkapkan 
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bahwa pada praktiknya proses pemberkasan selesai pada satu minggu pertama sejak penahanan 

dimulai dikarenakan—pada sebagian besar kasus yang di-interview(umumnya penyidik)—bukti 

utama yang digunakan adalah pengakuan korban dan saksi.Tidak ditemukan di dalam penelitian ini 

bahwa ada bukti alasan demi kepentingan penyidikan penahanan harus diperpanjang hingga batas 

waktu maksimal.   

Penggunaan kekerasan fisik untuk mendapatkan pengakuan dari tahanan kepolisian masih 

merupakan gejala umum yang diakui oleh hampir semua responden, termasuk tahanan di bawah 

umum. Pengakuan juga masih menjadi alat bukti utama dalam pengembangan kasus.  Padahal pada 

saat yang sama hak untuk mendapatkan pembelaan hukum dijamin oleh Undang-Undang. Pasal 54 

KUHAP menyatakan bahwa guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak 

mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada 

setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini. 

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum juga mengafirmasi sejumlah 

prinsip dasar termasuk hak atas bantuan hukum. Pada praktiknya hampir semua tahanan tidak 

didampingi pengacara selama proses interogasi. Menurut ICJR (2012), hanya 2% dari tahanan yang 

didampingi pembela hukum selama proses interogasi di Kepolisian. Kepolisian menekankan bahwa 

ini adalah pilihan yang diambil oleh tersangka. Namun ada keyakinan yang berkembang di antara 

tahanan bahwa menggunakan penasehat hukum justru akan memperberat kasus hukum, kondisi 

selama penahanan, dan ancaman hukuman yang akan mereka dapatkan.  

 

Proses pengajuan perkara antara tahapan penyidikan dan penuntutan juga memiliki banyak 

permasalahan. Tidak ada insentif bagi polisi dan jaksa untuk mempercepat perkara yang ditangani. 

Kepolisian menyalahkan pihak penuntut karena lambat dalam menyusun tuntutan. Sementara itu 

paa saat yang sama pihak Kejaksaan merasa kasus yang dikirimkan oleh pihak Kepolisian tidak 

didukung oleh bukti-bukti yang kuat sehingga harus sering kembali ke pihak penyidik. Melakukan 

penuntutan terhadap kasus yang tidak memadai pembuktiannya justru akan melemahkan posisi 

jaksa dalam pengembangan kasus. Penuntut pun memilikisistemreward yang mirip dimana 

keberhasilan dalam penuntutan dengan ancaman hukuman yang serius akan menentukan dalam 

perkembangan karirnya.  

 

Temuan yang menarik adalah untuk kejahatan dengan ancaman hukuman penjara lima tahun atau 

lebih, ada kewajiban Undang-Undang untuk menyediakan akses kepada penasehat hukum. Hal ini 

dipatuhi secara prosedural dan lebih cermat. Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) biasanya didampingi 

beberapa dokumen: dokumen pernyataan dari tersangka yang menyatakan tidak akan menggunakan 

kuasa hukum, serta surat pernyataan dari pengacara bahwa mereka sudah menerima pernyataan 

dari tersangka. Meskipun ini bukan praktik yang diharapkan Undang-Undang, namun dilain sisi ini 

menunjukkan kesadaran penegak hukum untuk memenuhi aturan formil dan mencegah dampak 

hukum di kemudian hari.   

Secara umum Kepolisian merupakan kekuatan politik yang sangat kuat dalam praktik sistem 

peradilan pidana. Terutama setelah menjalani penguatan institusional pasca reformasi. Namun 

disayangkan beberapa aspek kultural kelembagaan warisan orde baru masih bertahan, bahkan pada 

beberapa kondisi terlihat menguat kembali, yaitu: militerisme, kekerasan, dan lemahnya 

akuntabilitas. Hal-hal ini yang menyebabkan terdapatnya resistensi terhadap program pembaharuan 
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hukum dalam sistem peradilan pidana yang berusaha meningkatkan fungsi pengawasan eksternal 

dan pengurangan penyalahgunaan kekuasaan.  Di dalam tahapan peradilan pidana, apa yang terjadi 

pada fase penyidikan menjadi sangat penting dalam menentukan hasil akhir dari kasus. Sesuai 

temuan yang diuraikan di atas, sistem peradilan pidana memiliki banyak faktor yang mendorong 

penahanan yang berkepanjangan dan insentif untuk dapat menjatuhkan hukuman yang serius pada 

kasus-kasus yang ditangani. Dilain sisi, tidak ada insentif bagi Kepolisian ataupun Kejaksaan untuk 

memfasilitasi akses tahanan terhadap pembela/kuasa hukum. Interview dengan sejumlah tahanan 

menunjukan bahwa justru tahanan secara aktif diberi anggapan kelemahan dan kerugian apabila 

menggunakan pengacara. 

Ada kebutuhan strategis untuk meningkatkan akses ke bantuan hukum karena dapat memperbaiki 

pemenuhan hak tersangka, mencegah kekerasan fisik, dan memastikan penahanan tidak 

disalahgunakan.   

Mekanisme Pengawasan dan Akuntabilitas    

Penelitian lapangan mengkonfirmasi kelemahan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas selama 

proses penyidikan di Kepolisian, baik oleh pengadilan, maupun Pemasyarakatan. Pengawasan oleh 

lembaga di luar Kepolisian masih sangat lemah ditambah lagi kurangnya informasi atas kondisi 

penahanan dan bagaimana penyidikan dilakukan di Kepolisian.  

Pasal 77 KUHAP memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memeriksa dan memutus 

‘gugatan pra-peradilan’. Namun sebagaimana pasal diformulasikan dan praktik di lapangan 

(ICJR,2014),mekanisme ini tidak memungkinkan dilakukan pemeriksaan atas bukti-bukti awal yang 

dijadikan dasar dilakukannya penahanan. Mekanisme ini terbatas untuk memeriksa apakah proses 

administrasi dari penahanan sudah sesuai dengan ketentuan hukum.   

Secara formal, ada tiga komisi eksternal yang dapat memantau pelaksanaan tugas kepolisian, namun 

tidak ada yang memiliki kewenangan memanggil, memeriksa atau menjatuhkan sanksi dan terbatas 

hanya pada mengeluarkan rekomendasi. Pertama, Kompolnasdapat mengundang pimpinan satuan 

wilayah Kepolisian yang bertanggung jawab atas penahanan untuk dapat memberikan penjelasan. 

Kedua, Ombudsman Republik Indonesia memiliki kekuasaan yang ‘lebih lunak’ untuk memeriksa 

pelanggaran administrasi (mal-administrasi) dalam penerapan kewenangan penahanan oleh 

kepolisian.Ketiga, adalah Komnas HAM yang memiliki kewenangan untuk menerima pengaduan atau 

memulai proses penyelidikan (pencarian fakta yang bersifat non-yudisial) atas dugaan pelanggaran 

HAM. Namun ketiga lembaga tersebut hanya dapat mengeluarkan rekomendasi kepada pihak 

pimpinan Polri.   

Di luar mekanisme pengawasan eksternal di atas, Kepolisian juga memiliki mekanisme pengawasan 

internal yang dilakukan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam). Melalui mekanisme ini 

tahanan bisa melaporkan perbuatan petugas yang bertentangan dengan aturan. Dalam praktiknya 

mekanisme ini tidak efektif dan baru bekerja apabila ada tekanan dari media massa atau publik pada 

kasus tertentu. 

Peran dan Pengaruh dari Pihak Lain dalam Fase Penyidikan   

Penasehat hukum dalam praktiknya tidak selalu hadir secara efektif dalam fase penyidikan. 

Misalnya, interogasi dilakukan pada tengah malam sampai pagi hari dengan pemberitahuan 
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mendadak kepada pihak pengacara. Akses ke ruang penahanan polisi yang terbatasjuga membuat 

tahanan rentan pada kekerasan fisik dan pemerasan pada berbagai tingkatan sistem peradilan 

pidana. Dalam konteks ekonomi politik, kesempatan untuk memberikan dukungan hukum kepada 

tahanan sulit dilakukan selama dalam tahanan kepolisian.   

 

Meskipun demikian perubahan pada sistem bantuan hukum telah memberikan dasar peraturan 

perundang-undangan yang kuat bagi penasehat hukum untuk hadir dalam setiap tahapan 

penyidikan. Para pengacara meyakini bahwa perubahan sikap dan perlakukan polisi terhadap 

tahanan dapat diubah melalui kampanye, pengembangan kapasitas, dan pemahaman. Potensi 

efektifitas dari pendekatan yang disarankan pengacara ini harus dipelajari dalam penelitian dengan 

skop atau jangkauan penelitian yang terpisah. Namun di dalam diskusi FGD, pihak Kepolisian 

mensinyalkan peluang untuk melakukan perubahan sikap/pemahaman kepada petugas Kepolisian 

selama atau setelah masa pendidikan, juga pihak pimpinan Kepolisian. 

7.1.2 Peluang untuk Perubahan dan Rekomendasi Tindakan 

Peluang untuk mengubah struktur insentif di dalam proses penyidikan sangat terkendala oleh 

dinamika peradilan pidana maupun kondisi ekonomi politik yang lebih luas. Termasuk upaya untuk 

menentang perubahan oleh unsur Kepolisian di dalam sistem politik. Faktor sentimen penghukuman 

masyarakat yang tinggi juga sangat berpengaruh pada kebijakan dan praktik pengelolaan 

penahanan.   

Meskipun demikian, ada sejumlah peluang-peluang perubahan, yang meskipun tidak terlalu 

sistematis namun strategis untuk dilakukan: 

 Untuk memperbaiki kerangka hukum yang lemah ada beberapa perubahan pada konsep KUHP 

yang dapat dilakukan:   

o Perubahan pada proses penahanan di Kepolisian untuk memperpendek periode 

penahanan oleh Kepolisian dan untuk memperkenalkan prosedur pemeriksaan yudisial 

untuk menentukan dasar penahanan. Dalam draft KUHAP yang paling akhir, polisi masih 

memiliki diskresi penahanan selama lima hari—yang tetap masih diatas standar 

internasional, yaitu selama 24 jam—namun sudah merupakan perbaikan dari yang ada 

sekarang (20 hari). Setelah waktu lima hari maka kasus harus dibawa ke hadapan 

pengadilan untuk diputuskan apakah perpanjangan penahanan perlu dilakukan.   

o Perubahan pada mekanisme alternatif dari penahanan yang lebih akuntabel. Pada 

KUHAP yang sekarang berlaku, alternatif penahanan telah diatur, namun tidak diatur 

mekanisme yang akuntabel. Konsep perubahan KUHAP yang akan diajukan ke proses 

legislasi sayangnya justru menghilangkan klausula mengenai alternatif penahanan. 

Konsep KUHAP perlu mengatur mengenai alternatif penahanan mengingat resiko 

subyektif yang diatur KUHAP dan gradasi kejahatan yang dilakukan tersangka bervariasi 

dan mungkin tidak membutuhkan penahanan.   

 

 Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas yang berhubungan dengan kondisi penahanan di 

Kepolisian merupakan target perubahan yang penting untuk dicapai. Penelitian lapangan di 

Provinsi Sumatera Utara menemukan satu satuan wilayah Kepolisian dapat menahan sampai 230 

orang. Namun, data mengenai overcrowdingtahanan Kepolisian masih sulit diakses. ICJR pada 

tahun 2014 telah mengajukan permohonan informasi publik mengenai jumlah tahanan di 
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seluruh unit penahanan yang dikelola oleh kepolisian kepada Polri. Dengan menggunakan 

Undang-Undang mengenai Kebebasan Informasi Publik dan mekanisme yang diatur Komisi 

Informasi Pusat, ICJR akhirnya berhasil mendapatkan informasi yang menunjukkan bahwa pada 

tahun 2013 ada 92.000 orang yang sudah ditahan dalam kurun waktu satu tahun. Ada kurang 

lebih 19.000 orang yang pada Desember 2013ditahan. Informasi-informasi ini masih belum 

lengkap karena ada beberapa Polda yang informasinya nihil di dalam daftar tersebut, dan 

Markas Besar Polri mengakui tidak dapat mengakses data di Polda-Polda tersebut 

(ICJR,Permohonan Informasi Publik Kepada Polri,2014). Perubahan dan tindakan untuk 

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas meliputi:   

o Mengubahsistem penghargaan (reward system) dari penahanan. Reward tidak diarahkan 

pada jumlah kasus yang ditangani dan lamanya penahanan yang dilakukan, namun 

digunakannya alternatif yang berbeda dari penahanan (termasuk tahanan rumah dan 

tahanan kota). Perubahan seperti ini membutuhkan kerjasama dan upaya membangun 

kesepahaman dengan pihak Pimpinan Polri untuk mendukung diadopsinya perubahan 

sikap dan tindakan terhadap isu penahanan di dalam institusi Kepolisian.   

o Melakukan lobi untuk mendapatkan informasi dan transparansi mengenai kondisi dan 

pengelolaan ruang penahanan di kantor polisi.   

o Menggunakan jalur akuntabilitas diluar Kepolisian atau komisi negara yang ada, misalnya 

dengan melihat kemungkinan untuk menguji konstitusionalitas dari kondisi penahanan 

di Kepolisian.   

 Arsitektur bantuan hukum yang baru merupakan peluang yang sangat penting dalam pencapaian 

target jangka menengah, mengingat keterbatasan tahanan untuk menggunakan secara maksimal 

hak hukumnya, maka alternatif jalan yang bisa diambil adalah sebagai berikut:   

o Bekerja bersama keluarga tahanan untuk meningkatkan pemahaman mengenai hak-hak 

tahanan dan pentingnya menggunakan penasehat hukum terutama pada saat 

investigasi. Ini akan membantu perubahan persepsi yang ada di antara tahanan 

mengenai nilai dan manfaat dari bantuan hukum.   

o Pada banyak kasus yang ditemukan dalam studi ini, pasal dan kasus yang didakwakan 

serta perkiraan hasil akhir kasus sangat ditentukan oleh apa yang terjadi pada saat 

penyidikan. Oleh karenanya penting untuk mendekati pengacara/bantuan hukum untuk 

memastikan kehadiran fisik dalam proses pemberkasan dan tahapan lain di Kepolisian. 

Hal ini akan membantu memastikan dipenuhinya hak tahanan dan prinsip ‘proses 

hukum yang layak’. 

 

Meskipun ada tantangan untuk mengubah struktur insentif yang ada di tubuh Kepolisian, ada 

kebutuhan yang sangat kuat untuk menumbuhkan pemahaman dan penerimaan di Kepolisian 

mengenai dampak negatif yang harus diterima dari membeludaknya penahanan pra-persidangan. 

Hal ini dapat dilakukan oleh Kepolisian dengan cara lebih menerapkan prinsip “proses hukum yang 

layak” dan pemenuhan hak tersangka selama proses penyidikan. Konteks politik yang saat ini dapat 

digunakan untuk bekerja sama dengan pimpinan Kepolisian yang berpikir terbuka dalam 

pelaksanaan tugasnya.   
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7.2 Periode Penahanan Selama Penuntutan 
Rantai penting kedua dalam sistem peradilan pidana adalah proses penahanan selama tahapan 

penuntutan. Ini dapat meliputi proses pemindahan tahanan dari ruang sel di Kepolisian ke rumah 

tahanan atau sel tahanan di dalam penjara.   

7.2.1 Tantangan dan Faktor Pendorong 

Begitu proses penyidikan di Kepolisian selesai dan kasus telah dilimpahkan ke Kejaksaan, jaksa 

memiliki waktu 50 hari untuk menyiapkan berkas penuntutan sebelum diajukan ke pengadilan 

negeri. Dalam tahapan ini tahanan akan dipindahkan dari ruang penahanan Kepolisian menuju ke 

rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan.   

Disini para pihak adalah: tahanan dan keluarga, penyidik, penuntut umum, penasehat hukum, dan 

sejumlah pihak di dalam rumah tahanan yang membentuk kondisi dan pengalaman tiap tahanan, 

termasuk petugas Rutan dan pegawai registrasi, serta organisasi bantuan hukum dan organisasi 

masyarakat sipil yang dapat membawa perubahan pada kehidupan tahanan, termasuk organisasi 

paralegal.   

Aspek Hukum   

Dalam tahapan penyidikan, KUHP memperbolehkan alternatif dari penahanan (tahanan rumah, 

tahanan kota atau penangguhan penahanan).Akan tetapi, mekanisme untuk memberikan alternatif 

penahanan dinilai belum jelas dan transparan. Hal ini menciptakan ruang yang besar bagi oknum 

untuk melakukan penyimpangan di lapangan.  

Persoalan Penganggaran, Administratif, dan Kelembagaan   

Ada sejumlah persoalan penganggaran yang menyebabkan munculnya sistem insentif tertentu 

ketika Pemasyarakatan menghadapi persoalan penahanan pra-persidangan dan 

persoalanovercrowding. Rantai birokrasi yang panjang dan keterbatasan anggaran di dalam sistem 

Pemasyarakatan telah menyebabkan penjara tidak dapat menyesuaikan anggaran dalam 

menghadapi perubahan jumlah penghuni. Sebagai salah satu contoh adalah anggaran BAMA. Kepala 

UPT mengeluhkan nilai anggaran yang kaku dan tidak dapat menyesuaikan jumlah penghuni, 

mengakibatkan pihak UPT harus sering berhutang kepada vendor. Untuk bisa menyelesaikan hutang 

ini, maka pihak vendor harus berhubungan dengan pihak Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum 

dan Hak Asasi Manusia. Kompleksitas dalam penyelesaian pembayaran kepada pihak ketiga ini 

memunculkan ruang bagi praktik korupsi. Penelitian yang dilakukan CDS (sebagai bagian dari 

penyusunan Cetak Biru Pemasyarakatan tahun 2008) menemukan bahwa sejumlah supplier 

mengaku pada akhirnya tidak menerima pembayaran dengan nilai sebagaimana tertera di dalam 

bukti tanda terima.   

Tantangan utama lain di dalam tahapan penahanan ini adalah pihakLapas/Rutan tidak memiliki 

kewenangan untuk menolak penerimaan tahanan baru meskipun sudah terjadi overcrowding dan 

resiko keamanan sangat tinggi. Ini berbeda dengan tahapan penegakan hukum yang lain dimana 

polisi ataupun jaksa dapat menggunakan diskresinya dan memutuskan apakah akan melanjutkan 

dengan penyidikan/penuntutan atau tidak. Pusat penahanan menghadapi tekanan terus-menerus 

untuk menerima ledakan jumlah tahanan yang dikirim oleh penegak hukum lain; sementara pada 

saat yang bersamaan, overcrowdingdalam UPT Pemasyarakatan sungguh menimbulkan resiko 
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keamanan yang serius. Mengatasi hal ini, Kepala UPT perlu mendapat kewenangan untuk bisa 

menolak menerima tahanan dengan pertimbangan resiko keamanan dan pelanggaran hak dasar 

tahanan.   

Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) telah secara signifikan mengubah bagaimana 

pemasyarakatan melakukan tugas administrasi registrasi, informasi mengenai perkembangan kasus 

bagi UPT, dan tahanan. Ketersediaan informasi kunci ini sangat berpotensi dalam mengubahpraktik 

dan hubungan kerjasama kelembagaaan dalam sistem peradilan pidana. Tidak hanya ini mengubah 

dinamika dari managemen penanganan kasus, namun juga mengubah keseimbangan kekuasaan di 

antara para aktor yang akan membawa manfaat dalam berbagai bentuk bagi tahanan. 

Pertama, mengakhiri ketergantungan tahanan terhadap pengacara dan petugasLapas/Rutan 

terhadap informasi. Ini tentunya akan sangat mengurangi kesempatan bagi para oknum untuk 

mendapatkan pemasukan tidak resmi dari praktik menyediakan informasi secara manual 

sebagaimana terjadi sebelumnya. Tentu saja, praktik pembayaran informasi selalu bisa beradaptasi 

dan berubah lokasi ataupun bentuk, namun setidaknya ketersediaan informasi yang sangat penting 

bagi tahanan ini tidak terhambat. 

Kedua, SDP juga memungkinan informasi yang lebih jelas tentang kasus-kasus yang mengalami 

penundaan secara berkepanjangan serta lembaga penegak hukum mana yang bertanggung jawab 

atas penundaan tersebut. Ini akan meningkatkan transparansi dan, pada saat yang bersamaan, 

beban reputasi (reputational cost) bagi instansi penegak hukum yang tidak menjalankan tugasnya 

dengan baik. Hal ini harapannya dapat meningkatkan kecepatan pengelolaan kasus (meskipun untuk 

membuktikan ini dibutuhkan verifikasi studi yang terpisah). Lebih penting lagi, kemampuan untuk 

mengidentifikasi titik penghambat (blockages) dalam tahapan peradilan pidana memberikan 

kesempatan penting untuk melakukan perubahan.   

Interview juga mengindikasikan bahwa pegawaiLapas/Rutan secara umum lebih berkomitmen dan 

memiliki insentif untuk mengurangi persoalan overcrowding dibandingkan pihak penegak hukum 

lainnya untuk beberapa alasan. Yang terutama adalah karena overcrowding menimbulkan beban 

yang besar pada anggaran yang memang terbatas. Faktor yang lain adalah pada meningkatnya resiko 

dan beban pengelolaan keamanan dan yang ketiga pada meningkatnya beban reputasi (reputational 

cost). Kepemimpinan Ditjen PAS menunjukkan dukungan kuat pada penanganan persoalan 

overcrowding dan penahanan pra-persidangan.  

Dalam hubungan denganLapas/Rutan, penelitian menemukan bagaimana persoalan overcrowding 

menjadi yang persoalan mendasar bagi petugas dan pimpinan UPT Pemasyarakatan. Sebagai contoh, 

di Rutan Salemba, persoalan overcrowdingadalah sumber utama persoalan keamanan. 

Membludaknya jumlah penghuni,sementara jumlah petugas sangat terbatas menyebabkan banyak 

Rutan/Lapas besar menjadi rentan dengan kerusuhan dan perlawanan terhadap petugas. Terutama 

Rutan/Lapas dimana kelompok-kelompok informal baik berdasarkan etnisitas, figur individu ataupun 

ideologi keagamanaan tumbuh dan menguat.Overcrowding dalam situasi ini adalah ancaman 

keamanan yang nyata dan manajemen Rutan/Lapas beserta petugas memiliki dorongan dan 

kepentingan yang kuat untuk mengatasi persoalan ini.   



35 
 

Ketiga, di semua tempat penahanan, lemahnya koordinasi antara penyidik, kejaksaan, dan 

pengadilan dinilai sebagai penyebab utama berkepanjangannya masa penahanan, dengan masing-

masing pihak menganggap pihak lain sebagai penyebab kelambatan proses.   

Faktor lainnya yang perlu diangkat dalam Laporan ini adalah bagaimana Pembebasan Bersyarat (PB) 

digunakan dalam persoalan overcrowding. Otoritas Lapas/Rutan kerap menggunakan PB untuk 

mengurangi tekanan membeludaknya jumlah penghuni. Meskipun tahanan pra-persidangan tidak 

berhak dan tidak mendapat manfaat langsung dari PB, namun berkurangnya kepadatan penjara 

membantu meringankan kondisi penahanan yang mereka hadapi.  Prosedur untuk mendapatkan PB 

telah dipermudah dan didigitalisasi secara online. Perubahan ini telah memotong waktu yang 

dibutuhkan mulai dari aplikasi hingga terbitnya keputusan PB dari dua sampai tiga bulan menjadi 

tiga minggu, sehingga bisa mempercepat pembebasan. Meskipun demikian, ada tiga resiko yang 

ditimbulkan dari inisiatif ini: pertama, tiadanya sistem assessment dan klasifikasi untuk menilai 

resiko dari pengulangan pelanggaran hukum; kedua, tidak efektifnya program rehabilitasi untuk 

mengurangi resiko pengulangan pelanggaran hukum; dan ketiga, kesulitan untuk memantau dan 

menyediakan program di masyarakat bagi mereka yang menjalani PB. PB yang dipermudah mungkin 

dapat mengurangi persoalan membludaknya jumlah penghuni dalam waktu dekat, namun juga harus 

diantisipasi dengan meminimalisir resiko atau dampak negatifnya pada masyarakat dan untuk 

mendukung proses rehabilitasi dari penerima PB.   

Aturan Informal dan Norma Sosial dari Proses Penahanan 

Ada sejumlah ‘faktor pendorong’ yang merupakan bagian dari: 1) norma sosial yang lebih luas dan 

sikap umum terhadap penghuni penjara, serta 2) aturan informal bagaimana penjara dikelola yang 

berkontribusi pada menguatnya praktik penahanan pra-persidangan yang berkepanjangan.   

Pertama, sebagaimana dikonfirmasi di dalam interview, ada sikap yang diyakini (diantara masyarakat 

dan bahkan pada beberapa kasus, di antara keluarga tahanan itu sendiri) bahwa tahanan sudah 

memiliki kesalahan. Penahanan pra-persidangan kemudian dilihat sebagai salah satu bentuk dari 

penghukuman. Proses peradilan dan vonis hanya dilihat sebagai legalisasi dan formalisasi dari 

penahanan. Konsekuensi dari keyakinan ini adalah setiap upaya untuk membebaskan tahanan sejak 

awal akan dilihat sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi yang dilakukan oleh 

penegak hukum. Penyidik dan penuntut umum yang di-interview menekankan apabila tersangka 

tidak ditahan maka masyarakat atau pihak atasan akan berasumsi bahwa telah terjadi penyuapan. 

Asumsi yang sama juga muncul apabila hakim memberikan vonis yang dianggap ringan. Tentunya 

pandangan ini hanya menggambarkan bagian tertentu dari realitas yang lebih kompleks dan luas, 

meskipun demikian memahami adanya persepsi tersebut menjadi penting.  

Kedua, keterbatasan sumber daya cenderung mengakibatkan masa penahanan diperpanjang 

sembari menunggu keluarnya putusan pengadilan. Hakim dan jaksa merasa bahwa mereka tidak 

memiliki sumber daya yang cukup untuk menilai resiko tahanan untuk melarikan diri ataupun 

mengulangi tindak kejahatan. Oleh karena itu, hampir semua hakim memutuskan untuk 

memperpanjang masa penahanan selama proses persidangan. Dalam satu interview, seorang jaksa 

menceritakan bagaimana ia mendapat sanksi karena tidak menahan seorang terdakwa yang ternyata 

kemudian tidak muncul pada saat persidangan. Meskipun keputusan tidak menahan ini berdasarkan 

assessment jaksa, dan bukan karena penyuapan, masyarakat dan atasan jaksa tersebut memiliki 

dugaan telah terjadi penyuapan yang mengakibatkan lepasnya tersangka tersebut. Terlihat terlalu 
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memberikan hak “praduga tak bersalah” kepada tersangka dapat membawa resiko yang tidak 

menguntungkan bagi jaksa dan hakim.   

Ketiga, hirarki yang ada di penegak hukum tidak menjatuhkan sanksi atas terjadinya overstaying. 

Sebagai contoh, jaksa harus melakukan gelar perkara atau yang biasa disebut ‘rencana penuntutan’ 

di hadapan pimpinan untuk memastikan penuntutan sudah memenuhi standar yang ditetapkan.  

Apabila tersangka telah ditahan selama dua bulan, maka tuntutan hukuman akan minimum untuk 

dua bulan penjara. Praktik yang berlaku kemudian adalah: penuntutan harus setidaknya minimum 

sama dengan masa penahanan yang sedang dijalani, dan kelalaian atau kegagalan memenuhi ini 

akan dikoreksi oleh atasan. Tuntutan, oleh karenanya, tidak selalu berhubungan dengan berat 

ringannya pokok perkara, namun untuk menyesuaikan lama penahanan untuk melindungi reputasi 

dari proses hukum yang berlaku.   

Dalam proses persidangan, hakim tidak boleh terlihat lebih ‘pemurah’ dibandingkan jaksa. 

Merupakan kepentingan pengadilan ataupun kejaksaan untuk mengkonfirmasi posisi pihak lainnya 

untuk menghindari dilakukannya upaya hukum atas kasus tersebut. Apabila hakim menjatuhkan 

hukuman yang lebih ringan dari dakwaan jaksa, maka ini akan membuat performa jaksa terlihat 

buruk dan mereka dibawah tekanan untuk melakukan banding.  

Keempat, bertemunya kesepahaman dan kepentingan para aktor di dalam praktik sistem hukum 

pidana untuk menjatuhkan minimum hukuman setara dengan waktu penahanan yang sudah dijalani. 

Dalam interview, beberapa hakim menyampaikan bahwa untuk kasus tindak pidana ringan hukuman 

penjara selama 15 hari sudah dirasa cukup. Namun karena terdakwa sudah ditahan selama periode 

tertentu, melebihi 15 hari, maka hakim cenderung akan menjatuhkan hukuman sesuai dengan isi 

dakwaan jaksa yang biasanya adalah sesuai masa penahanan. Dengan demikian, putusan tidak akan 

dibanding yang akanjuga mempengaruhi catatan reputasi hakim. Jika tersangka atau terdakwa tidak 

didampingi oleh pengacara maka praktik ini tidak akan dipertanyakan. Oleh karenanya, pada 

tahapan penuntutan dan peradilan pun tersangka/terdakwa tidak mendapatkan dorongan atau 

fasilitasi untuk bisa menggunakan pembela hukum.   

Sementara itu dari perspektif tahanan, ada keyakinan bahwa menggunakan penasehat hukum, 

terutama saat penyidikan dan juga saat penuntutan akan memperberat kasus yang dihadapi. Saat 

keyakinan ini diuji dengan assessment cepat atas kasus-kasus Narkoba (Lihat tabel 1 di Annex) 

terlihat keyakinan itu tidak memiliki dasar empiris yang kuat. Lebih jauh lagi petugas Lapas/Rutan 

melihat bahwa bagi tahanan yang memiliki penasehat hukum akan cenderung tidak menjalani 

perpanjangan penahanan yang berlebihan. Ini juga terlihat dalam konteks program Pembebasan 

Bersyarat (PB). Pengacara dapat memastikan proses aplikasi PB diproses secara patut untuk 

mencegah penundaan yang berkepanjangan. Kehadiran pengacara, meskipun jarang (hanya 

merepresentasi 3% dari total kasus tahanan), dinilai dapat membantu mempercepat dibebaskannya 

tahanan secara hukum. 

Pengawasan dan Akuntabilitas   

Pengelolaan Lapas/Rutan diawasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia, dimana supervisinya masih memiliki banyak keterbatasan. Pertama, pada pemahaman dan 

kapasitas teknis dari tim Inspektorat Jendral. Kedua, tim pengawas umumnya hanya berfokus pada 
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persoalan implementasi anggaran. Karenanya selain mekanisme gugatan pra-peradilan, fungsi 

pengawasan dan akuntabilitas masih lemah dan belum dikembangkan secara baik.   

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang baru dapat memberikan 

perlindungan hukum bagi tahanan terhadap penahanan pra-persidangan dalam kurun waktu jangka 

menengah, namun memang implementasinya masih sangat awal dan memiliki beberapa kelemahan. 

Bantuan hukum dapat diberikan dalam berbagai bentuk. Bagi mereka yang memiliki dana, pengacara 

privat tersedia pada kemampuan dan tarif yang beragam. Bagi mereka yang tidak mampu, mereka 

dapat mendapatkan keterangan tidak mampu dari pemerintah daerah untuk bisa mendapatkan 

bantuan hukum pro bono (demi kepentingan umum/gratis) yang disediakan oleh para advokat (UU 

21/2003, PP 83/2008). 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum juga membentuk sistem 

penyediaan bantuan hukum yang formal. Sistem ini menyediakan anggaran untuk bantuan hukum 

dari APBN yang dikelola oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia. Anggaran ini akan disalurkan kepada penyedia bantuan hukum yang berbeda. 

BPHN, sebagai sebuah badan non-teknis, dinilai memiliki keterbatasan secara institusional untuk 

dapat mengelola anggaran bantuan hukum di seluruh wilayah di Indonesia. Untuk bisa mendapatkan 

anggaran tersebut, organisasi yang menyediakan layanan bantuan hukum harus sudah terakreditasi. 

Di seluruh wilayah Indonesia hanya ada sekitar 300 organisasi bantuan hukum yang sudah mengikuti 

proses dan terakreditasi (Kristomo, C. [n.d.]). Berdasarkan kalkulasi lebih jauh, hanya 310 pengacara 

Indonesia yang memiliki sertifikasi untuk memberikan layanan bantuan hukum di sebuah negara 

dengan penduduk lebih dari 245 juta jiwa (Afrianty, 2014). Tentunya jumlah ini, meskipun sudah 

merupakan perkembangan yang sangat pesat, namun tidak dapat menjangkau kebutuhan penghuni 

Rutan yangada.  

Penelitian lapangan juga menemukan layanan penasehat hukum yang diterima oleh tahanan saat ini, 

di luar skema Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dari segi kualitas 

sangat beragam. Sejumlah tahanan dan keluarga mengalami pengalaman yang buruk dengan 

rendahnya kualitas layanan pendampingan hukum dari pengacara yang ditawarkan oleh penegak 

hukum. Tahanan merasa pengacara kerap kali tidak bekerja maksimal atau justru bekerja lebih untuk 

kepentingan penegak hukum.  

Interaksi di antara Pihak Kunci   

Keseimbangan kekuasaan antarpihak di tingkat penuntutan memiliki sifat dan karakter yang berbeda 

dengan kondisi di tingkat penyidikan. Tahanan dan keluarga tidak memiliki kontak langsung dengan 

penuntut. Komunikasi dilakukan melalui penasehat hukum atau petugas pemasyarakatan. Itupun 

berupa proses administrasi atau dokumentasi dari kasus atau komunikasi dengan jaksa atau 

pengadilan. Penelitian lapangan memperlihatkan tingkat ketidakpercayaan yang tinggi terhadap 

penuntut. Tahanan memiliki persepsi bahwa hanya dengan cara melakukan pembayaran terhadap 

penuntut maka kasus mereka dapat diperingan dan segera diproses. 

Bagi tahanan adalah penting untuk mempertimbangkan dua model pembayaran informal.Pertama, 

berhubungan dengan ‘pembayaran’ untuk memperingan kasus yang dihadapi. Kedua, pembayaran 

untuk bisa memperingan kondisi penahanan yang dialami. Pembayaran pertama dilakukan terhadap 
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oknum penyidik ataupun penuntut, sedangkan pembayaran kedua terhadap oknum yang mengelola 

penahanan baik di Kepolisian maupun Pemasyarakatan. 

Bagi petugas Rutan, outcome atau hasil dari persidangan tidak memiliki relevansi bagi performa atau 

kepentingan tugas mereka. Di dalam Rutan/Lapas, tidak ada insentif untuk memperpanjang masa 

penahanan. Meskipun sejumlah oknum petugas akan diuntungkan dari pembayaran informal jenis 

kedua, namun proses interview menunjukkan bahwa tahanan lebih memiliki kepercayaan dan 

hubungan baik dengan petugas Pemasyarakatan dibandingkan dengan Kepolisian, Kejaksaan atau 

bahkan dengan pengacara yang ditunjuk negara.   

Tentunya ada sejumlah variasi yang berbeda di setiap tempat penahanan. Meskipun demikian, 

penelitian lapangan ini menemukan bahwa hubungan antara tahanan dan petugas Pemasyarakatan 

nampaknya lebih menjanjikan dari segi kepercayaan maupun kepentingan bersama dalam persoalan 

penahanan pra-persidangan dan overstaying. Hubungan baik ini merupakan peluang perubahan 

yang belum tergunakan dengan optimal. Pemahaman dan kesadaran yang lebih luas atas pentingnya 

dan manfaat bantuan hukum, serta pemahaman tentang proses hukum adalah salah satu 

kemungkinan tindakan yang bisa dilakukan di Pemasyarakatan.   

 

7.2.2 Peluang bagi Perubahan dan Rekomendasi 

Ada lebih banyak peluang untuk melakukan perubahan pada fase penahanan di Pemasyarakatan 

ketimbang penahanan di Kepolisian. Hal ini dikarenakan adanya dukungan terhadap perubahan di 

kalangan internal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Pemasyarakatan dibandingkan 

lembaga penegak hukum lain.   

Selain adanya iklim internal di Kementerian dan Direktorat Jenderal yang cukup kondusif terhadap 

perubahan, penelitian ini juga melihat munculnya kesempatan politis untuk mendorong reformasi. 

Bertemunya kepentingan kepemimpinan politik hasil pemilihan umum tahun 2014, jaringan 

masyarakat sipil, dan bantuan hukum yang aktif, serta kehadiran pimpinan baru Ditjen PAS 

memungkinkan iklim reformasi dan perubahan kebijakan dalam sistem peradilan pidana dan 

pemasyarakatan.  

 Berangkat dari kondisi ini dan temuan penelitian lapangan, rekomendasi untuk tindakan perubahan 

meliputi:  

 Mendorong implementasi lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang 
Bantuan Hukum. Mengingat keterbatasan dari struktur pengelolaan dan administrasi bantuan 
hukum yang ada, ada kebutuhan yang sangat kuat untuk memperbaiki sistem penyediaan 
layanan bantuan hukum. Mendorong Ditjen PAS untuk memimpin implementasi dari Undang-
Undang ini dapat menjadi cara yang efektif. Beberapa rekomendasi kongkrit dari ini adalah:   

 Mengingat keberadaan bantuan hukum yang lemah di rutan dan lapas. Ada 
kebutuhan untuk mengarahkan dan melakukan restrukturisasi pengelolaan 
penyedaan anggaran bantuan hukum. Saat ini, dana bantuan hukum dikelola oleh 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (melalui BPHN) kepada organisasi 
(yang telah terakreditasi) yang mendaftarkan kasus yang ditangani. 
Mempertimbangkan konteks empiris dari sistem peradilan pidana dan lemahnya 
akses terhadap pengacara, penelitian ini merekomendasikan kepada Kementerian 
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agar Ditjen PAS juga dapat meregistrasi dan melaporkan kebutuhan akan bantuan 
hukum yang dialami oleh tahanan di Rutan/Lapas (97% tahanan tidak didampingi 
pengacara). Distribusi anggaran tetap akan dikelola oleh BPHN atau Kanwil Hukum 
dan Hak Asasi Manusia.   

 Restrukturisasi organisasi yang mengelola bantuan hukum juga menjadi hal yang 
penting. Mengingat keterbatasan organisasional dari sebuah badan non teknis 
seperti BPHN untuk menyediakan layanan bantuan hukum kepada 245 juta 
penduduk Indonesia, maka ada kebutuhan untuk membentuk Direktorat 
Jenderal Bantuan Hukum di dalam Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.  

o Fungsi dari Direktorat Jenderal Bantuan Hukum akan lebih luas dan 
lengkap daripada BPHN. Direktorat Jenderal Bantuan Hukum akan 
melakukan fungsi: administrasi, pendanaan, akreditasi organisasi 
bantuan hukum, pembinaan dan pengembangan kapasitas dan 
memfasilitasi proses cross-learning dari organisasi bantuan hukum, 
sehingga memang fungsinya tidak hanya administratif saja. 

o Penyediaan bantuan hukum juga diatur di dalam Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokatdan peraturan pelaksanaannya 
(PP 83/2008). Banyak potensi dari Undang-Undang ini, namun belum 
diimplementasikan secara baik. Diperlukan upaya serius dan 
berkelanjutan untuk meningkatkansinergi antara Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokatdan Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang keduanya dikelola oleh 
institusi tunggal seperti Direktorat Jenderal Bantuan Hukum sesuai isi 
rekomendasi di atas.  

o Ada kesempatan untuk meningkatkan akses dan pemahaman bahwa 
bantuan hukum ada dalam proses peradilan pidana. Dalam kesempatan 
pembaharuan KUHAP, ini termasuk membuat bantuan hukum menjadi 
prasyarat wajib dalam penahanan polisi. Dimana polisi memiliki 
kewajiban untuk memastikan akses terhadap bantuan hukum yang 
bebas dan tidak dihalangi.  

o Ada kesempatan untuk membuat layanan bantuan hukum 24 jam yang 
dikelola oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Layanan ini 
akan mendata permohonan bantuan hukum, memberikan konsultasi 
hukum singkat, dan mengalokasikan atau menghubungkan dengan 
organisasi bantuan hukum terdekat. Call Center 24 jam ini akan 
dioperasikan dan dikawal oleh pengacara dari organisasi bantuan 
hukum yang memberikan layanan; mulai dari akan ditahan, saat 
penyidikan hingga saat penuntutan dan akhir persidangan. Hal ini 
harapannya akan mengatasi beberapa faktor pendorong meledaknya 
angka penahanan. Sistem administrasi tunggal seperti ini juga akan 
memastikan anggaran diserap secara optimal. Pengawasan atas 
berjalannya sistem ini akan berada pada Kementerian Hukum dan Hak 
Asasi Manusia dan Direktorat Jenderal Bantuan Hukum yang diusulkan 
pada laporan ini. Akan ada perubahan yang cukup besar yang dibawa 
oleh sistem ini, oleh karenanya dukungan dan penerimaan Kepolisian 
menjadi penting, sekaligus secara politis jadi tantangan yang harus bisa 
dijawab. Pada saat inimempertimbangkan kepentingan Kementerian 
dan Ditjen PAS, maka akses ke hotline bantuan hukum akan lebih 
mungkin apabila dimulai di UPT Pemasyarakatan.   
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 Penelitian ini juga menemukan hubungan antara tahanan dan petugas Pemasyarakatan 
sebagai hubungan yang paling tidak destruktif—dapat dikatakan hubungan yang memiliki 
tingkat kepercayaan tertinggi—apabila dibandingkan dengan hubungan tahanan dengan 
penegak hukum lain dalam sistem peradilan pidana. Ini merupakan potensi untuk mengatasi 
persoalan overstaying. Mendorong dan memperkuat petugas Pemasyarakatan—dalam 
konteks penguatan kapasitas, pengembangan pemahaman, dan sensitivitas—untuk 
mendukung peningkatan akses atas bantuan hukum. Ini juga perlu dikombinasikan dengan 
memperkuat masyarakat sipil dan organisasi bantuan hukum untuk memastikan keterlibatan 
yang lebih efektif di Rutan dan Lapas.   

 Penggunaan SDP secara strategis dapat membantu menentukan di titik mana saja faktor 
penyebab meledaknya penahanan pra-persidangan. SDP juga merupakan sumber informasi 
bagi publik untuk dapat lebih memahami persoalan penahanan pra-persidangan. Ketersediaan 
informasi yang terjadi pada Pemasyarakatan seperti ini akan berpotensi mengubah aturan 
informal pada cabang sistem peradilan pidana lain.Hal tersebut akan memunculkan 
reputational costs bagi Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung apabila tidak mampu 
menyediakan kualitas layanan yang setara. SDP juga merupakan sumber informasi penting 
bagi pengambil keputusan, upaya riset, dan dukungan donor tentang aspek pembaharuan 
yang perlu diperkuat.   

 Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
telah menjamin hak anak atas pendampingan hukum sebagai sebuah kewajiban. Meskipun 
demikian dirasakan tetap dibutuhkan aturan pelaksana yang cukup baik.   

 Terakhir, saat ini adalah momen politik yang strategis karena akan dimulainya proses revisi 
dua kitab hukum yang paling penting dalam sistem peradilan pidana, yaitu KUHAP dan KUHP. 

8 Temuan Penting dan Rekomendasi 
 

8.1 Ekonomi Politik dari Penahanan Pra-persidangan di Indonesia 

Indonesia masih menghadapi tantangan yang sangat besar dalam melanjutkan proses reformasi 

dalam sistem peradilan pidana. Pelaksanaan prinsip praduga tak bersalah serta ‘proses hukum yang 

adil dan layak’ masih menemui banyak kendala di lapangan, belum lagi ditambah dengan persoalan 

meledaknya angka penahanan pra-persidangan karena diterapkan pada hampir semua kasus. 

Persoalan dan kondisi penahanan yang ada sekarang tidak hanya memperberat persoalan tingginya 

kepadatan penghuni di penjara serta tidak dipenuhinya banyak hak dasar tahanan, namun juga 

mencerminkan pengabaian prinsip keadilan dan supremasi hukum.   

Studi ini mengonfirmasi beban dari tingginya penahanan pra-persidangan pada negara, anggaran, 

serta masyarakat secara luas. Juga beban pada kehidupan dan penghidupan dari tahanan dan 

keluarga. Studi ini juga mengungkap beberapa faktor pendorong terjadinya ledakan angka 

penahanan. Faktor ini meliputi pola kepentingan dan insentif yang terstruktur, kerangka hukum dan 

institutional, serta konfigurasi dari norma sosial dan praktik yang terjadi di masyarakat. Namun tidak 

kalah penting, studi ini juga berhasil mengidentifikasi potensi, serta jalan masuk yang menjanjikan 

bagi perubahan kebijakan dan praktik penahanan pra-persidangan.  

Aktor internasional yang telah mendapatkan gambaran hasil studi ini diharapkan juga dapat secara 

strategis mendukung jaringan dan kerjasama pihak-pihak dalam menghadapi persoalan ini. 
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Dukungan tersebut dapat diarahkan untuk memperkuat munculnya perluang perubahan politis dan 

kelembagaan yang bersifat ‘adaptif, berkelanjutan, dan berbasis penyelesaian masalah’(Andrews, 

2013). Kerangka kerja yang digunakan dalam laporan ini dapat digunakan sebagai acuan untuk 

memahami kompleksitas permasalahan.   

Pada tingkat politik nasional dan konteks sosial-hukum, ada keterbukaan terhadap pembaharuan, 

termasuk di antara pihak yang sesungguhnya mendapatkan manfaat dari praktik sistem peradilan 

pidana yang ada saat ini. Namun tantangannya tidak kalah kuat, terutama dari mereka yang paling 

berkepentingan di dalam pihak penegak hukum. Hal ini dipersulit dengan tingkat stigmatisasi yang 

tinggi di kalangan masyarakat terhadap warga Lapas/Rutan sebagai cerminan dari sentimen “basmi 

kejahatan”. Meskipun demikian, menguatnya kerjasama strategis antara masyarakat sipil dan pihak 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, termasuk didalamnya Ditjen PAS merupakan fondasi 

dasar yang penting. Patut dipertimbangkan pula, ada beban reputasi yang harus ditanggung 

pemerintah apabila terus-menerus gagal dalam mengatasi persoalan kondisi penjara atau, secara 

umum, untuk melanjutkan penguatan supremasi hukum.  

Dengan mempelajari secara lebih dekat apa yang terjadi di tingkat penahanan, kita dapat 

mengidentifikasi faktor penghambat dan sekaligus peluang bagi perubahan. Kedua informasi 

tersebut akan membantu menyusun langkah perbaikan yang lebih efektif. Misalnya pada tahapan 

penahanan dan penyidikan oleh Kepolisian. Tahapan ini merupakan pintu masuk bagi meledaknya 

angka penahanan pra-persidangan, namun juga merupakan rangkaian yang paling sulit untuk diubah 

mengingat Kepolisian memiliki kepentingan ajudikasi dan pengaruh politik yang sangat kuat. Namun, 

studi ini juga melihat peluang untuk bekerja bersama pihak pimpinan Kepolisian yang memiliki 

kepentingan untuk meningkatkan performa dan prestasi di depan publik.  

Area yang paling menjanjikan untuk mencapai perubahan dalam mengatasi persoalan penahanan 

pra-persidangan adalah pada tingkatan penuntutan. Begitu tahanan dipindahkan dari tahanan polisi 

ke rumah tahanan akan muncul lebih banyak kesempatan untuk mengurangi overstaying (ditahan 

melebihi masa penahanan yang legal)—melalui peningkatan akses ke bantuan hukum, advokasi, dan 

peningkatan pemahaman di antara petugas Lapas/Rutan, tahanan dan keluarganya—dan untuk 

meningkatkan kondisi kehidupan tahanan. Keseimbangan kekuasaan memang masih tidak berpihak 

pada tahanan, namun ada kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan pemenuhan hak 

mereka di tingkat ini. 

8.2 Rekomendasi Tindakan 

Mempertimbangkan kondisi ekonomi politik di Indonesia, kesempatan politik untuk mendorong 

pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia dalam persoalan penahanan pra-persidangan 

cukup terbatas. Tidak kalah penting, perubahan tersebut harus dilakukan di dalam dan bersama 

pihak-pihak dalam sistem peradilan pidana, untuk melakukan apa yang secara politik dan teknis 

mungkin dicapai dan dapat berkontribusi pada perbaikan persoalan penahanan pra-persidangan.   

Berikut adalah ringkasan dari rekomendasi tindakan yang perlu dilakukan untuk dapat mengatasi 

persoalan yang ditimbulkan dari penahanan pra-persidangan yang berlebihan. Rekomendasi ini 

disusun dengan memahami struktur insentif dan kepentingan para pihak, serta hubungan kekuasaan 

antarpihak dalam tahapan sistem peradilan pidana. Laporan ini memilah antara tindakan jangka 

pendek, menengah, dan panjang karena mencerminkan tingkatan perubahan yang berbeda.   
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8.2.1 Tindakan Segera/Jangka Pendek 

Dengan mempertimbangkan peluang perubahan yang diidentifikasi di dalam studi ini. Ada 

serangkaian tindakan jangka pendek dalam mengatasi persoalan penahanan pra-persidangan. Hal ini 

meliputi:  

 Menggunakan sistem dan infrastruktur yang sudah ada di dalam Pemasyarakatan 
untuk mendorong perubahan insentif dan sikap, serta berinvestasi untuk membangun 
kapabilitas. Hal tersebut melingkupi:  

a. Mendukung penggunaan ruang dan pelaksanaan program di dalam 
Lapas/Rutan secara kreatif untuk meningkatkan layanan bantuan hukum. 
Misalnya, dengan mengadakan klinik bantuan hukum on site bagi tahanan.  

b. Mendukung dan memperkuat peran petugas bantuan hukum (Bankum) di 
dalam Lapas/Rutan. Memberikan alokasi sumber daya yang lebih bagi para 
pegawai untuk menjadi lebih aktif terlibat di dalam memfasilitasi akses 
bantuan hukum bagi tahanan.  

c. Berinvestasi dalam pengembangan kapasitas pegawai Lapas/Rutan dalam hal 
sistem bantuan hukum serta pemahaman mengenai manfaat bantuan hukum 
bagi pelaksanaan tugas Pemasyarakatan.  

 Mendukung universitas untuk mengembangkan klinik bantuan hukum yang 
menyediakan layanan bagi para tahanan, dengan menggunakan sumber daya yang 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum; 
sekaligus sebagai tempat para mahasiswa hukum untuk mengerti persoalan 
penahanan dan berlatih memberikan bantuan hukum kepada tahanan.23 

 Mendukung dan memfasilitasi hubungan yang positif antara masyarakat sipil, 
Pemasyarakatan, dan tahanan untuk memajukan pemenuhan hak tahanan. Hal 
tersebut melingkupi:  

a. Memanfaatkan sikap yang relatif ‘baik dan membantu’ dari petugas 
pemasyarakatan terhadap tahanan, dibandingkan aparat penegak hukum lain, 
untuk memudahkan tahanan mendapat informasi mengenai bantuan hukum, 
serta cara untuk mendapatkan bantuan hukum tersebut. Masyarakat sipil 
yang menyediakan bantuan hukum dapat terlibat mendukung langkah ini.  

b. Mendorong pengembangan pemahaman antara tahanan dan pihak keluarga 
mengenai hak-hak mereka, serta manfaat dari bantuan hukum, apalagi 
semenjak bantuan hukum menjadi jauh lebih terjangkau dengan hadirnya 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.24 

 Memperkuat basis penelitian hukum (legal research) di Indonesia yang memiliki posisi 
strategis dan kemampuan untuk mendorong reformasi di sistem peradilan pidana. Ini 
mencakup mendukung kapasitas riset kelembagaan dengan memaksimalkan 
ketersediaan informasi melalui SDP untuk memperkuat basis pemahamanan dan 
pengetahuan mengenai persoalan sistem pemasyarakatan dan peradilan pidana.  

                                                           
23

 Akan sangat bermanfaat untuk mempelajari pengalaman CDS bersama 16 universitas dalam mengimplementasikan 
program dukungan terhadap Lapas/Rutan setempat berbentuk training dan pemantauan yang melibatkan mahasiswa dan 
dosen.   
24

 Mempertimbangkan beban pada keluarga tahanan, diperlukan lebih banyak penelitian dan kerjasama yang melibatkan 
mereka sebagai narasumber informasi mengenai beban dan tantangan dari penahanan pra-persidangan.   
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 Mempresentasikan temuan penting dari studi untuk mengatasi persoalan penahanan 
pra-persidangan ini ke berbagai pihak. Hal tersebut termasuk:  

a. Para pihak di sistem peradilan pidana: Menkumham (termasuk Ditjen PAS dan 
BPHN); Polri, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan ikatan profesi 
pengacara dapat bekerja bersama untuk mengurangi penahanan pra-
persidangan yang dapat dihindari terutama pada kasus-kasus non-kekerasan, 
tanpa korban (victimless), kejahatan ringan yang dapat mengurangi 
beban/dampak buruk pada kondisi overcrowding, anggaran, serta dampak 
ekonomi keluarga dan masyarakat.  

b. Pihak donor international dan NGO yang berinvestasi pada reformasi sektor 
hukum dan keadilan dapat menggunakan temuan-temuan report ini untuk 
lebih mengarahkan sumber dayanya pada titik-titik yang direkomendasikan 
untuk mengatasi persoalan penahanan pra-persidangan.  

 

8.2.2 Tindakan Jangka Menengah 

Studi ini juga menemukan beberapa tindakan tingkat menengah yang dapat membantu mengubah 

struktur kepentingan dan insentif. Ini dilakukan dengan bekerja bersama potensi-potensi perubahan 

di dalam institusi penegak hukum, termasuk BPHN dan Ditjen PAS; bekerja untuk mengubah struktur 

insentif di dalam masing-masing lembaga; serta dengan mengembangkan kapasitas masyarakat sipil 

dan organisasi bantuan hukum untuk melakukan lobi dan kampanye bagi perubahan.  

 Mengadaptasi sebuah arsitektur bantuan hukum yang lebih baik dan terintegrasi di 
sepanjang tahapan peradilan untuk meningkatkan akses tahanan terhadap bantuan 
hukum. Hal tersebut meliputi upaya sebagai berikut:  

a. Mendorong perampingan sistem dan protokol antara Ditjen PAS dan BPHN 
(yang bertanggung jawab atas pengadministrasian bantuan hukum) untuk 
mempermudah akses tahanan terhadap bantuan hukum.25 Ini dapat berupa 
sebuah sistem dimana BPHN berperan sebagai hub (penghubung) atau 
administrator antara: (1) tahanan yang membutuhkan bantuan hukum; dan 
(2) organisasi bantuan hukum (OBH) yang berada di wilayah tersebut. 
Mengingat BPHN dan Ditjen PAS berada di dalam satu kementerian, upaya ini 
relatif mungkin dilakukan. Yang dibutuhkan adalah peraturan menteri untuk 
mengembangkan kerangka operasional yang dibutuhkan dan kepemimpinan 
di tingkat kementerian yang mendorong pelaksaaan sistem ini.  

b. Mengembangkan layanan telepon (call center) 24 jam bebas biaya bagi 
mereka yang membutuhkan bantuan hukum. Layanan ini akan melakukan 
registrasi terhadap permintaan bantuan hukum (termasuk tahanan), 
menyediakan nasihat hukum, dan jika memang dibutuhkan akan menunjuk 
beberapa OBH untuk mendampingi kasus tersebut.26Pada tingkat penyidikan, 
ini akan membutuhkan dukungan dari pihak pimpinan Polri untuk memastikan 
tahanan memiliki akses ke hotline tersebut dan untuk mengawasi 
pelaksanaannya.  

                                                           
25

 Kedua lembaga tersebut berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia namun tidak memiliki mekanisme 
yang berjalan efektif untuk memfasilitasi penyediaan bantuan hukum.   
26

  Program percontohan bisa dilakukan di Jakarta dan Surabaya. 
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 Penyediaan akses bantuan hukum bagi tahanan perlu dijadikan bagian dari Indikator 
Kinerja Utama (IKU) atau key performance indicators (KPI) dari setiap fasilitas 
penahanan termasuk kepolisian maupun pemasyarakatan sebagai insentif bagi 
penyediaan bantuan hukum.  

 Berinvestasi dalam pengembangan kapasitas petugas Kepolisian dalam penerapan 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Hal tersebut dapat 
berbentuk kerjasama dengan pimpinan Polri dan Kompolnas dalam mengubah sistem 
insentif dan penghargaan (reward) terkait penanganan tahanan.  

 Mengubah insentif anggaran melalui pengukuran kinerja kepolisian dan kejaksaan 
berdasarkan kualitas kejahatan dan bukannya angka (kuantitas) jumlah kejahatan 
yang ditangani. Hal tersebut akan mencegah meledaknya angka penahanan untuk 
kasus-kasus yang bersifat ringan dan dapat ditangani tanpa penahanan.  

 Perlu dilihat kemungkinan untuk melakukan upaya litigasi atau gugatan untuk 
menantang konstitusionalitas dari penahanan pra-persidangan serta pelanggaran hak 
konstitusi yang muncul dalam penahanan tersebut. Ada kebutuhan untuk melakukan 
riset hukum atas kemungkinan dan efektivitas dari ditempuhnya gugatan melalui jalur 
hukum yang berbeda.  

 Mendukung keterlibatan lebih jauh firma hukum dan lembaga profesi pengacara 
untuk dapat memenuhi kewajiban penyediaan layanan bantuan hukum pro-bono bagi 
penghuni Rutan/Lapas.  

 Mendukung masyarakat sipil dan organisasi bantuan hukum untuk melakukan 
pemantauan terhadap pelaksanaan wewenang penahanan dari penegak hukum. 
Seperti misalnya, penggunaan secara strategis gugatan pra-peradilan untuk menguji 
penetapan status tersangka dan penahanan yang baru saja diputuskan oleh 
Mahkamah Konstitusi. Hal ini akan berpengaruh terhadap meningkatnya kualitas 
penyelidikan/penyidikan penegak hukum sebelum status tersangka ditetapkan dan 
penahanan dilakukan. Pada akhirnya cara ini akan membentuk struktur insentif yang 
baru bagi Kepolisian.  

 

8.2.3 Tindakan Jangka Panjang 

Studi ini juga mengidentifikasi perubahan politik di tingkat yang lebih tinggi dalam konteks 

penahanan pra-persidangan dengan cara memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas 

baik secara internal maupun eskternal. Penguatan mekanisme ini perlu dilakukan di sepanjang 

tahapan SPP untuk mengurangi peluang bagi oknum penegak hukum untuk mendapatkan 

keuntungan dengan menyalahgunakan wewenang penahanan. Mekanisme yang ingin dibangun 

bukan hanya untuk mengawasi pelanggaran, namun juga untuk menghargai kepatuhan pelaksanaan 

tugas. Hal ini bisa mencakup  diperkenalkannya mekanisme habeas corpus sebagai bagian dari 

penahanan (ICJR, 2011 dan 2014). Perubahan memerlukan penerimaan (buy-in) dari seluas mungkin 

pihak penegak hukum, termasuk Kepolisian, Kejaksaan, dan pengadilan. Insentif untuk reformasi 

dapat dibangun dengan memanfaatkan kebutuhan lembaga atas reputasi/nama baik dalam 

mendukung reformasi.  

 Ada peluang politis untuk mendukung perubahan KUHAP dan KUHP yang dapat 
mengatasi faktor pendorong penahanan pra-persidangan. Hal ini dapat dilakukan 
dengan cara membangun kesepahaman dan kerjasama dengan pihak-pihak kunci di 
kementerian dan legislatif. Perubahan yang diharapkan adalah sebagai berikut:  
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a. Mengubahpraktik penuntutan dan penghukuman yang lebih menggunakan 
alternatif penghukuman (termasuk hukuman alternatif/non-pemenjaraan) 
serta dengan cara meningkatkan batas nilai materiil dari kejahatan yang dapat 
ditahan (dari Rp 250,- menjadi Rp 2.500.000,-). 

b. Menyediakan alternatif bagi penahanan (penangguhan penahanan, tahanan 
rumah/kota) yang diatur mekanismenya secara transparan dan dapat 
dipertanggungjawabkan. 

c. Memperkuat hak tahanan untuk sesegera mungkin mendapatkan bantuan 
hukum dengan cara mengembangkan sistem layanan bantuan hukum. 

 Melalui upaya politik untuk mendorong reformasi praktik penahanan dan perbaikan 
kondisi penjara. Perhatian publik yang kian menguat terhadap kondisi di balik sel 
Lapas/Rutan perlu dimanfaatkan untuk mendorong peningkatan pemahaman dan 
sensitivitas publik terhadap kondisi tahanan dan beban sosial ekonomi dari 
penahanan terhadap masyarakat Indonesia.  

Studi ini telah mengungkapkan struktur kepentingan dan insentif, serta sikap publik terhadap 

penghuni penjara yang menyebabkan praktik penahanan yang ada sekarang.  Faktor-faktor tersebut 

penting untuk diperhatikan apabila kita akan mengembangkan dan menerapkan strategi 

pembaharuan.  

Jalan menuju perubahan tidak sederhana dan memiliki banyak kemungkinan menemui jalan buntu. 

Membongkar ekonomi politik dari sistem peradilan pidana seperti studi ini telah membantu untuk 

mengidentifikasikan peluang dan hubungan dalam mengatasi persoalan penahanan pra-

persidangan. Bagi pihak internasional yang ingin mendukung upaya-upaya tersebut perlu memahami 

dengan baik karakter khusus dari ‘persoalan’ yang dihadapi dan bekerja bersama pihak yang 

memiliki pemahaman lokal dan kontekstual yang baik. Hal ini sangat diperlukan untuk dapat bekerja 

mencapai perubahan yang realistis secara politik melalui kompleksitas struktur kepentingan dan 

intensif yang ada di dalam sistem peradilan pidana.  
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9 Annex 
 

Tabel di bawah ini menunjukkan 36 kasus Narkoba yang didapatkan dari dua Lapas/Rutan di 

Jakarta.27T abel ini menunjukkan 96% dari narapidana yang tidak didampingi pengacara mendapat 

hukuman kurang dari 5,5 tahun. Sementara hanya ada 72% narapidana yang didampingi pengacara 

yang dihukum 5,5 tahun. Narapidana yang tidak didampingi pengacara secara marginal, tidak 

substansial, nampaknya menerima hukuman yang lebih ringan. Untuk bisa mendapatkan gambaran 

yang lebih utuh dibutuhkan studi secara lebih terfokus untuk melihat perbandingan periode 

penahanan, besarnya dakwaan dan hasil putusan antara tahanan yang didampingi dan tidak 

didampingi pengacara pada jumlah dan sebaran geografis yang lebih luas.   

Tanpa Pengacara  Dengan Pengacara 

Lama 

Hukuman 

(tahun) 

Jumlah 

napi 

% Lama 

Hukuman 

(tahun) 

Jumlah 

napi 

% 

4 - 4,8 7 39% 4 - 4,3 11 61% 

5 -5,6 10 56% 5 - 5,6 2 11% 

6 1 2% 6 1 6% 

7 0 0% 7 2 11% 

14 0 0% 14 1 6% 

Life 0 0% Life 1 6% 

                                                           
27

 Data-data ini merupakan hasil review atas 150 kasus Narkoba yang dihukum berdasarkan Pasal 111 dan Pasal 112 UU 
35/2009dengan ancaman penjara. 36 kasus diidentifikasi ‘dapat diperbandingkan’ karena dihukum dengan tindak pidana 
yang sama dan jumlah narkotika yang sama untuk tujuan studi ini.   
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Profil Institute for Criminal Justice Reform 

 

Institute for Criminal Justice Reform, disingkat ICJR, merupakan lembaga kajian independen yang 

mefokuskan diri pada reformasi hukum pidana, reformasi sistem peradilan pidana dan reformasi 

hukum pada umumnya di Indonesia. 

Salahsatu masalah krusial yang dihadapi Indonesia pada masa transisi saat ini adalah mereformasi 

hukum dan sistem peradilan pidananya ke arah yang demokratis. Di masa lalu hukum pidana dan 

peradilan pidana lebih digunakan sebagai alat penompang kekuasaan yang otoriter, selain digunakan 

juga untuk kepentingan rekayasa sosial. Kini saatnya orientasi dan instrumentasi hukum pidana 

sebagai alat kekuasaan itu dirubah ke arah penopang bagi bekerjanya sistem politik yang demokratis 

dan menghormati hak asasi manusia. Inilah tantangan yang dihadapi dalam rangka penataan 

kembali hukum pidana dan peradilan pidana di masa transisi saat ini. 

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan usaha yang terencana yang sistematis 

guna menjawab tantangan baru itu. Suatu Grand Design bagi reformasi sistem peradilan pidana dan 

hukum pada umumnya harus mulai diprakarsai. Sistem peradilan pidana seperti diketahui 

menduduki tempat yang sangat strategis dalam kerangka membangun the rule of law, dan 

penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebab demokrasi hanya dapat berfungsi dengan benar 

apabila ada pelembagaan terhadap konsep the Rule of Law. Reformasi sistem peradilan pidana yang 

berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dengan demikian merupakan “conditio sine qua 

non” dengan proses pelembagaan demokratisasi di masa transisi saat ini. 

Langkah-langkah dalam melakukan transformasi hukum dan sistem peradilan pidana agar menjadi 

lebih efektif memang sedang berjalan saat ini. tetapi usaha itu perlu mendapat dukungan yang lebih 

luas. Insititute for Criminal Justice Reform (ICJR) berusaha mengambil prakarsa mendukung 

langkah-langkah tersebut. Memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap 

the Rule of Law dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem 

peradilan pidana. Inilah alasan kehadiran ICJR. 

 

Sekertariat  

Jl. Siaga II No. 6F. Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan – 12510 

Phone/Fax : 0217945455 

Email : infoicjr@icjr.or.id 
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Center for Detention (CDS) atau Pusat Kajian Penahanan adalah organisasi non-profit yang didirikan 
di Jakarta, 19 Februari 2009 oleh para aktivis HAM dan akademisi yang menaruh perhatian pada 
reformasi tempat-tempat penahanan di Indonesia. Visi CDS adalah mendorong penegakan hukum 
yang berkeadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia bagi orang-orang yang dirampas 
kemerdekaannya korban kejahatan dan masyarakat. Sedangkan misi CDS adalah mewujudkan pusat 
data dan informasi tentang penahanan dan pemenjaraan melalui penelitian mandiri, menjalin kerja 
sama dengan pemerintah dan masyarakat dalam mendorong serta mewujudkan advokasi kebijakan 
di instansi pemerintah. Dengan demikian melalui program dan kegiatannya, CDS diharapkan dapat 
mendorong perbaikan di tempat-tempat penahanan agar lebih melindungi, memenuhi, dan 
menghormati hak-hak orang yang dirampas kebebasannya. 
 
Sejak didirikan sampai saat ini, CDS telah menghasilkan beberapa kajian terkait dengan isu 
penahanan dan pemenjaraan diantaranya Kajian Penahanan Tidak Sah dan Masalah Overstaying di 
Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan. Kajian ini pula yang melatarblakangi 
dihasilkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 
Tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum. Selain itu sebagai salahsatu upaya penguatan Balai 
Pemasyarakatan telah pula dihasilkan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang 
Pemasyarakatan tentang Balai Pemasyarakatan, Dewan Pembina Pemasyarakatan dan Tim Pembina 
Pemasyarakatan serta Kajian Akademik Tentang Balai Pemasyarakatan sebagai bahan usulan dalam 
Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sedangkan sebagai upaya penguatan 
pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu, CDS telah menghasilkan Pokok-Pokok 
Pikiran Penguatan Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu melalui Revisi KUHAP. 
 
Dengan didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki beragam keahlian dan berasal dari 
berbagai disiplin ilmu, CDS sampai saat ini terus menjadi lembaga think-tank untuk isu yang 
berhubungan dengan HAM dan Pemasyarakatan. Sejak 2012 yang lalu bekerjasama dengan 
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Cq. Direktorat Bina Keamanan dan Ketertiban, CDS tengah 
melaksanakan program pengawasan internal dan eksternal pemasyarakatan. Melalui program ini 
nantinya akan dihasilkan Kajian Pengawasan Internal Pemasyarakatan berikut dengan Peraturan 
Menteri Hukum dan HAM tentang Pemantauan Pengendalian Internal Pemasyarakatan serta Standar 
Pelayanan Pemasyarakatan. Selain itu akan pula dilaksanakan pemantauan pemenuhan hak 
narapidana, tahanan dan anak di Rutan/Lapas sebagai salahsatu mekanisme kontrol pihak eksternal 
terhadap kinerja pemasyarakatan.  
 

Sekertariat : 
Jl. Menteng Raya 31, Jakarta Pusat 10340 
Telp. 021-31922030 | www.cds.or.id | info@cds.or.id  
centerfordetentionstudies.ri@gmail.com 
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